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ABSTRAK 
Abstrak 
Oleh • Eryk Bagus Harianto 
Dosen Pembimbing : Dr. Ir. M.MustainM.Sc dan Dr. Ir. Wahyudi, M.Sc 
Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk menjelaskan perencanaan dan pengembangan kawasan 
pantai selatan Kab. Malang. Studi ini berupaya untuk mencari skala acuan prioritas kebijakan I 
program yang perlu mendapat prioritas untuk segera direncanakan, dibuat, dan diimplementasikan 
dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang khususnya pantai 
Sendang Biru. Proses dalam penentuan skala prioritas didasarkan pada model hierarki yang disusun 
dalam beberapa tingkatan. Sedangkan proses pengolahan data dilakukan dengan metode Analytical 
HierarchyProcess (AHP). Hasit dari metode ini berupa kebijakan yang perlu mendapatkan prioritas 
ya.itu kebijakan pengelolaan wilayah terpadu dengan nilai 0.397, kebijakan peningkatan teknologi 
dengan nilai pembobotan sebesar 0.240, kebijakan sumber daya manusia mendapat nilai prioritas 
ketiga dengan nilai 0.170, dilanjutkan dengan kebijakan pengelolaan linkungan dengan nilai sebesar 
0. 121 . Kebijakan kelembagaan menduduki peringkat terakhir dengan nilai pembobotan 0. 072. 
Kata kunci : Kawasan pantai selatan Kab. Malang, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, AHP. 
Abstract 
By • Eryk Bagus Harianto 
Counsellor Lecturer • Dr. Ir. M.Mustain, M.Sc and Dr. Ir. Wahyudi, M.Sc 
This Research represents an effort to explain the planning and coastal area development of south Kab. 
Malang. This Study tries to find out the scale of reference of policy priority I program which require 
to get the priority to be immediately planned, made, and implementation in the plan and coastal area 
development of south coastal area of Kab. Malang specially Sendang Biru. Process in determination 
of priority scale relied on by model hierarki compiled in a few level. While process of data processing 
done/conducted with the method of Analytical Hierarchyprocess ( AHP). Result from this method in 
the form of policy which require to get the priority that is invtrought regional management policy with 
the value 0.397, policy of is make-up of technology with the wight value of equal to 0.240, policy of 
human resource get the third priority value with the value 0 .1 70, continued with the policy of 
environment management with the value of equal to 0.121. Institute policy occupy the last rate with 
the \vight value 0.072 
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I. LA TAR BELAKANG MASALAH 
Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan spirituil dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, 
bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah hendak memajukan kesejahteraan 
umum. Pasal 33 ayat (3) yang terdapat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 
1945 menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk 
kemakmuran rakyat. 
Lahimya otonomi daerah di wilayah pesisir melalui Undang-Undang No. 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), telah memberi kewenangan bagi 
Pemerintah Provinsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan pemanfaatan 
sumberdaya pesisir sejauh 12 millaut yang diukur dari garis pantai ke arah !aut. Pasal 
I 0 UU NO. 22/ 1999 memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten!Kota untuk 
mengelola sumberdaya pesisir sepertiga dari witayah taut Daerah Propinsi. 
Kewenangan ini metiputi kewenangan eksplorasi, eksptoitasi, konservasi dan 
pengetotaan sumberdaya atam, tata ruang, administrasi dan bantuan penegakan 
hukum, serta bantuan penegakan kedaulatan negara. 
Pembangunan ketautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas 
pembangunan nasional yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Atasan ini didasari adanya perubahan paradigma pembangunan pada sektor 
kelautan dan perikanan yang kurang "terperhatikan" menjadi "sektor utama" 
(mainstream) pembangunan nasional. Pertimbangan sektor ini sebagai mainstream 
pembangunan nasional diantaranya, karena tuas witayah taut yang dominan secara 
fisik, potensi ekonominya sangat besar dan beragam, industri ketautan menciptakan 
"backward and forward-linkage industries" yang tinggi; sumber kelautan sebagian 
besar "renewable resources" sehingga menjadi basis pembangunan ekonomi secara 
berkelanjutan 
Secara geografis, wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan 
dengan luas wilayah !aut 5,8 juta km2 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan 
jumlah pulau terbanyak ( 17.508), menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. 
Dengan predikat sebagai negara maritim tersebut maka menjadikan kawasan pesisir 
memiliki fungsi yang cukup besar sebagai daerah transisi atau penyangga antara 
aktifitas daratan dengan laut. Fungsi daerah disini berarti di wilayah tersebut 
memungkinkan untuk terjadinya aktifitas pemanfaatan sumber daya !aut melalui 
eksploitasi sumber daya perikanan, pertambangan, dll. 
Selama ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya condong 
kepada pembangunan wilayah daratan dengan mengabaikan wilayah !aut dan pesisir. 
Sehingga banyak permasalahan yang timbul akibat kebijakan ini. Penurunan tingkat 
kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi bila dilihat dari penguasaan 
keahlian dan keterampilan masyarakat (Akhwady, 2002). Sedangkan potensi dan 
sumber daya kelautan di masa akan datang sangat penting untuk menunjang 
pertumbuhan ekonomi karena masih begitu banyak kekayaan !aut yang belum 
dieksploitasi. 
Kinerja (performance) pembangunan bidang kelautan ditinjau dari perspektif 
pembangunan berkelanjutan belum optimal. Ekosistem pesisir dan lautan yang 
meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kekayaan alam yang 
sangat besar, kegiatan ekonominya hanya menyumbangkan sekitar 12% dari total 
GDP nasional (PKSPL-IPB, 1998). Padahal negara-negara yang memiliki wilayah dan 
potensi pembangunan kelautan yangjauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Norwegia, 
Thailand, Philipina, dan Jepang, kegiatan ekonomi kelautannya (perikanan, 
pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi, dan industri) 
telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap GDP nasional mereka, yaitu 
berkisar antara 25-60%. Lebih dari itu, sumberdaya perikanan kita (terutama tuna, 
cakalang, dan kakap laut dalam) banyak dipanen secara tidak syah (ilegal) oleh 
nelayan asing. 
Wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan 
jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat 
pembangunan, sehingga guna pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya 
pesisir perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan; 
2 
Sumberdaya pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan 
ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, 
dan pendapatan penduduk. Sumberdaya pesisir tersebut mempunyai keunggulan 
komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar dan beraneka ragam serta dapat 
dimanfaatkan dengan biaya eksploitasi yang relatif murah sehingga mampu 
menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif. Di sisi lain, kebutuhan pasar 
masih terbuka sangat besar karena kecenderungan permintaan pasar global yang terus 
meningkat. 
Wilayah Malang Selatan merupakan prioritas yang akan dikembangkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Malang. Wilayah Sendang Biru yang terletak di pesisir !aut 
Pulau Jawa Selatan merupakan daerah pantai yang dimiliki Kabupaten Malang yang 
berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kota nelayan berbasis industri 
perikanan dan pariwisata (waterfront city). Pengembangan ini diharapkan menjadi 
pusat pertumbuhan yang akan menggerakkan pembangunan kawasan pantai wilayah 
selatan Kabupaten Malang yang selama ini terkesan tertinggal. 
Kabupaten Malang bagian selatan memiliki pantai sepanjang 77 kilometer 
yang terletak di enam kecamatan, yaitu Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing 
Wetan, Donomulyo, Bantur, dan Gedangan. Sumber daya perikanan !aut yang bisa 
diambil nelayan pada tahun 2000 baru sekitar 3.159,51 ton, yang berarti baru sekitar 
12, II persen dari jumlah potensi tersedia yang ada di perairan Malang Selatan. 
Bahkan, jika dihitung sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), ikan yang 
diambil nelayan itu hanya 0, 78 persen dari potensi lestari yang ada (Kompas, 22 April 
2002). 
Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, potensi hasil 
perikanan !aut diperkirakan sekitar 26.099,158 ton per tahun. Kapasitas ini dihitung 
sesuai luasan !aut sejauh empat mil !aut dari daratan, sesuai Undang-Undang (UU) 
Nomor 22 Tahun 1999. Potensi perikanan ini akan lebih besar lagi apabila 
diperhitungkan sampai ZEEI sepanjang 200 mil !aut. Jika nelayan bisa menggarap 
ZEEI di seluruh perairan itu, ikan yang bisa diambil mencapai 403.444 ton per tahun 
(Kompas, 22 April 2002). 
Produksi perikanan !aut terbesar didaratkan di Pelabuhan Pendaratan lkan 
(PPI) Sendang Biru dengan volume 2.670 ton (85 persen). Produksi ikan sebesar itu 
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memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang 
dari retribusi pelelangan ikan hanya Rp 22 juta per tahun. Rendahnya pemanfaatan 
potensi perikanan !aut juga menyebabkan sumbangan subsektor perikanan terhadap 
PDRB Kabupaten Malang sangat rendah, yaitu hanya Rp 5,2 milyar (0,27 persen) dari 
nilai PDRB yang Rp 2, 7 trilyun. Angka itu merupakan yang paling rendah 
dibandingkan sumbangan sub-sektor pertanian yang lain seperti tanaman pangan, 
perkebunan, petemakan, dan kehutanan (Kompas, 22 April2002). 
Kawasan Sendang Biru secara administratif merupakan sebuah pendukuhan 
yang menjadi bagian dari Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 
Kabupaten Malang. Terletak sekitar 77 km di sebelah Selatan Kota Malang. Desa 
Tambakrejo sendiri terdiri dari dua pedukuhan, yaitu dukuh Tambaksari dan Dukuh 
Sendang Biru sendiri. Dukuh Sendang Biru merupakan daerah pesisir pantai dengan 
wilayah pantainya yang berhadapan dengan Pulau Sempu sehingga pantainya 
merupakan perairan yang tenang. 
Adapun wilayah Kabupaten Malang Selatan dapat ditunjukkan dalam peta di 
bawah ini: 
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Gambar 1.1. Peta Kabupaten Malang 
Wilayah Pantai Sendang Biru mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh 
Pemda Tk.l Propinsi Jawa Timur. Berbagai fasilitas usaha perikanan mulai dibangun 
di kawasan ini, antara lain Pangkalan Pendaatan fkan (PPI). Dibangunnya PPI ini 
diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan dan pengembangan 
perikanan di Malang Selatan khususnya, dan Samudera Indonesia pada umumnya. 
Lokasi PPT terlindung dengan aman dengan adanya Pulau Sempu, dengan panjang 
selat kurang lebih 4 km dan Iebar antara 500-150 m, serta kedalaman perairan antara 
18 hingga 49 meter seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 
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1.1.1. Topografi 
Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 
Malang terletak pada koordinat 122° 3g ' - 122° 43 ' BT dan go 25 ' - go 3' LS. Wilayah 
tersebut berada pada ketinggian 504 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 
berkisar antara 22-23°C. Kondisi topografis wilayah ini bervariasi antara pantai, 
daratan dan perbukitan. Bentuk wilayah secara umum memiliki wilayah datar datar 
sampai berombak 16%, berombak sampai berbukit 49%, dan berbukit sampai 
bergunung 35%. Wilayah pesisir di Sumbermanjing Wetan yang paling potensial 
adalah pantai Sendang Biru yang terletak di desa Tambak Rejo (Bapedal Kab. 
Malan g). 
Topografi daerah Sendang Biru berupa daerah dengan bukit-bukit kec il dalam 
jumlah yang cukup banyak yang semula merupakan daerah dengan tutupan hutan 
alami. Pantai yang dimiliki daerah Sendang Biru merupakan daerah pantai berpasir 
dengan beberapa bagian merupakan pantai berkarang. Selain bagian-bagian yang 
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dibudidayakan (perikanan, temak, dan petanian) terdapat beberapa bagian dari 
pedukuhan yang merupakan rawa. 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan Jatar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah "Kebijakan apakah yang menjadi skala prioritas 
dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten 
Malang khususnya Pantai Sendang Biru?" 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 
untuk mengetahui kebijakan apa yag harus segera direncanakan dan 
diimplementasikan, yang menjadi skala prioritas dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai Selatan Kabupaten Malang khususnya Pantai Sendang 
Biru. 
1.4. MANF AA T PENELITIAN 
1.4.1. Manfaat Akademis 
1. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui prioritas apa saja yang berperan 
dalam perencanaan dan pengembangan Pantai Sendang Biru 
2. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam proses kegiatan 
perkuliahan mahasiswa di Jurusan Teknik Kelautan ITS. 
3. Dapat digunakan sebagai bahan atau sumber untuk penelitian selanjutnya. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi stakeholder 
sebagai langkah lebih lanjut untuk perencanaan dan pengembangan kawasan 
pantai selatan Kabupaten Malang khususnya pantai Sendang Biru. 
2. Dapat dijadikan sumber keterangan I referensi bagi perusahaan perencana 
pengembangan wilayah pesisir untuk pengembangan kawasan pantai selatan 
Kabupaten Malang khususnya pantai Sendang Biru. 
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1.5. BATASAN MASALAH 
Dalam pelaksanan penelitian ini, agar nantinya hasil yang sesuai dengan 
tujuan penelitian, dan untuk mempersempit pennasalahan, maka dalam Tugas Akhir 
ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 
1. Lokasi penelitian dalam Tugas Akhir ini hanya dusun Sendang Biru Desa 
Tambak Rejo, Kecamatn Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dimana 
terdapat Pantai Sendang Biru yang meliputi Pantai Wisata dan PPI Sendang 
Biru, serta daerah perbukitan yang potensial untuk pengembangan industri 
perikanan, pariwisata, pertanian I kehutanan, dan penelitian. 
2. Analisa yang digunakan hanya analisa dengan metode Analytic Hierarchy 
Process (AHP). 
3. Data primer adalah data kuisioner yang didapat dari responden yang berasal 





TINJAUAN PUST AKA 
Setiap program pembangunan yang akan diarahkan ke wilayah pesisir harus 
mengikutsertakan masyarakat setempat sejak tahap perencanaan. Dalam menyusun 
perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir harus dilihat dalam 
konteks menyeluruh dan diperhatikan keterkaitan antar berbagai program, sehingga akan 
lebih baik apabila menggunakan pendekatan program pembangunan wilayah ter padu. 
Secara umum dapat dikemukakan bahwa kemampuan partisipasi masyarakat dalam 
pemanfaatan kawasan pesisir dan konservasi ekosistem kawasan pesisir tergolong masih 
rendah. Keadaan ini tidak terlepas dari kondisi pendidikan dan pemahaman masyarakat 
yang relatif rendah, serta kurang sekali adanya advokasi (penyuluhan, pelatihan/diklat dan 
program pendidikan lingkungan) di bidang konservasi lingkungan, sehingga pada sebagian 
besar masyarakat kurang nampak adanya kepekaan (sense of crisis) terhadap 
permasalahan- permasalahan lingkungan hidup yang muncul. 
Rendahnya pemahaman dan kepekaan masyarakat terhadap kerusakan ekosistem 
dan persoalan lingkungan hidup lainnya merupakan permasalahan penting dalam 
membangun kultur dan etos kerja yang peduli dan berpihak pada kualitas lingkungan 
hidup. Pada sisi lain, fenomena ini menggambarkan adanya paradoks atau ambivalensi 
masyarakat dalam pemanfaatan dan pendayagunaan potensi sumberdaya alam yang 
tersedia. 
Isu pokok lingkungan yang dapat dikembangkan dari indikasi adanya fenomena 
paradoks/ambivalensi masyarakat tersebut adalah (1) rendahnya status sosial ekonomi dan 
taraf hidup masyarakat; (2) rendahnya pemahaman, kesadaran, kepekaan dan tanggung-
jawab masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang penting bagi mereka; serta (3) 
rendahnya kemampuan kelembagaan sosial masyarakat dalam mengakomodasi isu-isu 
lingkungan dalam proses pengambilan keputusan secara bersama. 
2.1. Kawasan Pesisir 
Pesisir biasa didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah 
darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang 
masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. 
Sedangkan ke arah !aut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi 
9 
proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi, dan aliran air tawar, maupun 
yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 
pencemaran (Soegiarto, 1979). 
2.2. Potensi Wilayah Pantai 
Wilayah pantai adalah satu jalur di sepanjang pantai dimana perkembangan yang 
terjadi pada wilayah itu dipengaruhi oleh lautan dan daratan. Wilayah pantai di Indonesia 
ini pada umumnya berupa rawa bakau, rawa pasang surut, delta dari muara suatu sungai, 
sand dunes, serta lahan yang dihuni oleh penduduk (Siswoko, 1992). Sesuai dengan 
kondisi setempat dan lingkungannya, perkembangan dan pemanfaatan pantai mempunyai 
pola yang seragam sesuai dengan potensi masing-masing lokasi misalnya untuk lokasi 
pariwisata, untuk tambak I perikanan, sarana perhubungan, waduk muara sungai, pertanian, 
pemukiman dan sebagainya (Siswoko, 1992). 
1. Pariwisata 
Sejak Repelita ke-2, sektor pariwisata telah mendapat perhatian dari 
pemerintah untuk ditingkatkan dalam rangka menunjang pembangunan nasional, 
dengan membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan peningkatan pelayanan bagi 
para turis. 
Indonesia dikenal mempunyai pantai yang indah seperti halnya yang 
terdapat di Pulau Bali dan pulau-pulau lainnya. Obyek wisata yang berupa pantai 
telah banyak menarik wisatawan asing dan domestik sehingga perlu lebih 
ditingkatkan dalam rangka mendapatkan devisa non migas. 
2. Perhubungan 
Sarana perhubungan yang berupa dermaga atau pelabuhan yang dibangun di 
pantai, seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, dan sebagainya. 
3. Pertanian I Perikanan 
Sejalan dengan usaha pemerintah untuk menggalakkan produksi sektor non-
migas, akhir-akhir ini wilayah pantai yang berupa rawa, delta dari suatu sungai, 
atau yang tadinya berupa lahan kosong telah mulai dikembangkan menjadi tambak-
tambak udang dan ikan. Sehubungan dengan itu diperlukan pula fasilitas pelengkap 
di pantai yang dapat berupa bangunan pengaman terhadap gelombang dan erosi, 
serta bangunan pelengkap lainnya. 
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Menurut Latama ( dalam Latama, et.al, 2002), potensi wilayah pesisir secara garis 
besar terdiri dari tiga kelompok : 
o Sumber Daya Dapat Pulih (Renewable Resources) 
Sumber daya dapat pulih terdiri dari hutan mangrove, rumput !aut, terumbu karang, 
dan sumber daya perikanan laut. 
o Sumber Daya Tak Dapat Pulih (Non-Renewable Resources) 
Sumber daya tak dapat pulih mencakup antara lain : minyak bumi dan gas bumi, 
bijih besi, pasir laut, mineral dan bahan tambanga lainnya. 
o Jasa-jasa lingkungan (environmental servies) 
Jasa lingkungan adalah fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi 
dan pariwisata, media transportasi, sumber energi, penelitian, sarana pendidikan, 
pertahanan keamanan, penampungan Jimbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan 
sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya. 
2.3. Peranan pentingnya Kawasan Pesisir 
• Sebagai tempat bertemunya pendatang dari berbagai daerah, kawasan pesisir 
menjadi mosaik sosial dan budaya. 
• Ekosistem yang paling beragam, rumit dan produktif sebagian besar terletak di 
kawasan pesisir. 
• Kawasan pesisir sangat penting peranannya dalam menjamin pengadaan pangan 
dunia. 
• Pulau-pulau - yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai kawasan pesisir -
menumbuhk:an dan menjaga keunikan sosial, budaya dan ekologi. 
• Negara-negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang memiliki sumberdaya 
yang sangat terbatas merupakan contoh dari cara hidup dalam lingkungan yang 
terbatas tetapi terbuka terhadap globalisasi. 
2.4. Permasalahan Kawasan Pesisir 
Menurut beberapa ahli pennasalahan kawasan pesisir dapat dikategorikan menjadi 
beberapa macam. Pennasalahan lingkungan kawasan pesisir terdiri dari (Dakhuri, I 996) : 
~ Pencemaran Lingkungan 
~ Kerusakan Fisik dan Habitat 
~ Eksploitasi sumber daya secara berlebihan 
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~ Abrasi pantai 
~ Konservasi kawasan lindung menjadi kawasan pembangunan 
~ Bencana Alam 
Sedangkan menurut Siswoko, permasalahan yang terjadi di wilayah pantai pada 
umurnnya berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. 
Masalah yang terjadi pada umumnya merupakan interaksi antara masalah yang 
ditimbulkan oleh penduduk baik di wilayah pantai dan daerah sekitamya dengan peristiwa 
alam yang terjadi di wilayah itu. Beberapa masalah yang dijumpai di wilayah pantai 
menurut Siswoko adalah : 
~ Erosi 
~ Pendangkalan I Pengendapan 
~ Pembukaan Hutan Bakau 
~ Pencemaran Lingkungan 
~ Masalah Institusi I Kelembagaan 
2.5. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Sendang Biru 
2.5.1. Kebijakan yang Tertuang Pada Departemen Kelautan dan Perikanan 
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2001 
2.5.1.1. Kebijakan Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Kebijakan pembangunan Pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi arahan-rahan 
sebagai berikut : 
1. Meningkatkan efisisiensi pemanfaatan ruang berdasarkan kompabilitas ekosistem 
dan potensi komoditas dan permintaan pasar. 
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau 
kecil. 
3. Meningkatkan pendayaguaan sumber daya alam (barang dan jasa) bagi keperluan 
domestik maupun ekspor, serta berbagai bahan baku industri berbasis kelautan. 
4. Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan 
sumberdaya alam secara berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan. 
5. Memperkaya dan meningkatkan mutu sumber daya alam. 
2.5.1.2. Strategi Pembangunan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
Adapaun strategi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi : 
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1. Memanfaatkan sumber daya dana, sarana, dan man usia secara efektif dan efisien. 
2. Mengembangkan keljasama dengan LSM, swasta dan lembaga donor. 
3. Mengembangkan keljasama horizontal dengan departemen/instansi pemerintah lain 
yang memiliki visi dan misi dalam aspek kelautan dan perikanan. 
4. Mengembangkan kerjasama vertikat dengan Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat 
II. 
5. Mengembangkan profesionatisme, transparansi, dan akuntabititas pemimpin untuk 
metaksanakan tugas secara efektif dan efisien. 
6. Mengembangkan sistem kontrol internal metalui sharing iriformation antara 
pemimpin dan staff, serta kontrol ekstemal antara Direktorat Jenderal dengan pers 
dan masyarakat. 
2.5.1.3. Program-program Pembangunan Pesisir dan Pulau-pulau kecil 
Program-program Pembangunan Pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi : 
1. Penataan ruang wilayah pesisir. 
2. Pengelolaan pembangunan putau-putau kecil. 
3. Pengetotaan wilayah pesisir dan tautan secara terpadu. 
4. Pengelotaan kawasan konservasi taut. 
5. Rehabilitasi ekosistem pesisir laut yang mengalami kerusakan. 
6. Pengendalian pencemaran taut akibat aktifitas di daratan. 
7. Mitigasi bencana alam. 
8. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 
2.5.2. lmplikasi Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut 
Pada masa pemerintahan orde baru, eksploitasi sumberdaya alam (termasuk 
sumberdaya taut) tebih banyak memberikan manfaat terhadap Pemerintah Pusat 
dibandingkan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang merupakan pemilik 
sumberdaya. Dengan datih kepentingan nasional, sumberdaya alam yang ada di daerah 
dieksploitasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, dan bahkan menimbulkan 
penderitaan dan kesengsaraan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Oleh karena 
itu, wajar apabita muncul tuntutan dari berbagai daerah untuk memperoteh kewenangan 
yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya mereka termasuk sumberdaya kelautan. 
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Seiring dengan napas reformasi, pemerintah membuat Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah (UUPD) No. 22 tahun 1999 yang memberikan otonomi yang luas, 
nyata, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan 
sumberdaya nasional serta adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah secara 
proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. 
Pengaturan mendasar yang dibuat dan untuk pertama kalinya dimuat dalam peraturan 
perudang-undangan di Indonesia yang termuat dalam UUPD ini adalah mengenai otonomi 
daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, yang mencakup kewenangan sampai 
dengan 12 mil laut dari garis pantai pasang surut terendah untuk perairan dangkal, dan 12 
mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk Daerah Propinsi dan sepertiga dari batas 
propinsi untuk Daerah Kabupaten. Kewenangan Daerah terhadap sumberdaya kelautan 
meliputi kewenangan dalam: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan 
kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) 
penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang 
dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan (c) bantuan penegakan keamanan dan 
kedaulatan negara khususnya di !aut. 
2.5.3. Implikasi Terbadap Pengelolaan Secara Terpadu 
Jika selama ini terdapat kesan bahwa Pemerintah Daerah tidak peduli terhadap 
pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan sangatlah wajar 
mengingat manfaat terbesar dari sumberdaya tersebut tidak mereka nikmati, melainkan 
dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada 
daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan yang berada dalam batas-
batas yang telah ditetapkan, maka manfaat terbesar dari sumberdaya kelautan akan 
diperoleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah sudah memiliki landasan yang 
kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek 
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam 
upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Permasalahan yang 
dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah 
untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang/ 
kekuasaannya? 
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Pertanyaan di atas penting mengingat tidak seluruh daerah memiliki pemahaman 
yang sama akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. 
Pembangunan kelautan berkelanjutan pada dasamx.Uldalah pembangunan untuk mencapai 
keseimbangan antara manfaat dan kelestariannya sumberdaya kelautan. Artinya, bahwa 
sumberdaya kelautan dapat dieksploitasi untuk kemaslahatan manusia namun tidak 
menjadikan lingkungan termasuk sumberdaya itu sendiri menjadi rusak. 
lsyarat pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini seperti tersirat dalam 
pasal I 0 ayat [ l ], bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia 
di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan 
perundangan. Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah 
dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung-jawab disesuaikan dengan 
kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran 
masyarakat serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup 
untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. 
Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di 
daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya 
penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. 
Secara reaktif, artinya Pemerintah Daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau 
musyawarah dalam menangani masalah tersebut. Upaya proaktif adalah upaya penanganan 
konflik pengelolaan sumberdaya kelautan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi 
atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang. Penanganan seperti 
ini dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan Pemerintah Daerah, baik dalam 
bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem 
administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya kelautan 
secara terpadu. 
Upaya ini dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pengelolaan 
sumberdaya kelautan terpadu dari setiap daerah propinsi, kabupaten/kota, dengan cara 
menyusun zonasi kawasan pesisir dan !aut untuk memfokuskan sektor-sektor tertentu 
dalam suatu zona, menyusun rencana pengelolaan (management plan) untuk suatu 
kawasan tertentu atau sumberdaya tertentu. Selanjutnya membuat rencana aksi (action 
plan) yang memuat rencana investasi pada berbagai sektor, baik untuk kepentingan 
Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Keseluruhan tahapan ini merupakan 
rencana strategis yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah propinsi, kabupatenlkota 
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dalam rangka mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu. Namun hendaknya proses 
perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan partisipatif, artinya segenap komponen 
daerah hendaknya dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan 
pengelolaan sumberdaya kelautan. 
2.5.4. Implikasi Terbadap Somber Pembiayaan Pembangunan Sumberdaya Laut 
lmplikasi langsung dari Undang-Undang No. 22 Tahun t999 adalah beralihnya 
kewenangan (semula wilayah !aut menjadi kewenangan pusat) dalam penentuan kebijakan 
pengelolaan dan pengembangannya di daerah agar menjadi keuntungan daerah berupa 
adanya peluang yang prospektif dalam mengetola sumberdaya (pesisir dan taut) dalam 
batas-batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah 
Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan yang prospektif dan merupakan 
peluang bagi daerah, khususnya datam hal: 
o Jurisdiksi datam memperoleh nilai tambah atas sumberdaya alam hayati dan non 
hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat 
memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan, antara lain sumberdaya ikan, 
terumbu karang, rumput !aut dan biota !aut lainnya serta pariwisata. 
o Keleluasaan dalam pengembangan/peningkatan dan pembangunan sarana dan 
prasarana di kawasan perbatasan antar propinsi, untuk mendukung perkembangan 
dan kemajuan daerah baik secara internal maupun ekstemal dalam arti lintas 
wilayah antar Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga akan lebih memberikan 
kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai 
tambah dan peran strategis Daerah. 
Sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat [I) UU No 22 Tahun 1999, salah satu bidang 
yang bersifat lintas propinsi yaitu bidang perhubungan (disamping bidang pekerjaan 
urn urn, kehutanan dan perkebunan), di mana pengelolaan . pelabuhan regional untuk 
peningkatan jasa pelayanan transportasi taut dan pengaturan alur petayaran (regional dan 
antar regional) kewenangannya diserahkan kepada propinsi. 
Manfaat langsung lainnya dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah memiliki 
sumber pendapatan dan pendanaan yang berasal dari (a) sharing Pemerintah Pusat dan 
Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, (b) biaya-biaya dari 
proses perij inan dan usaha, pajak pendapatan dan pajak lainnya, retribusi daerah, dan (c) 
pendapatan tidak langsung akibat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pembangunan 
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kawasan pantai (desa-desa), pelabuhan, kawasan industri dan lain-lain dapat dibiayai oleh 
Pemerintah Daerah. 
Apabila sumber pendapatan dari pemanfaatan sumberdaya kelautan belum 
sepenuhnya tergali dengan baik, daerah dapat membiayai pembangunan kelautan melalui 
dana APBD. Penggunaan dana APBD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pembangunan dan pengembangan masyarakat pantai/nelayan, pemantauan dan 
pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan, penelitian kelautan, pengumpulan dan 
analisis data kelautan, serta perencanaan pembangunan kelautan. 
Selain itu, pembiayaan pembangunan kelautan dapat juga diupayakan dari sumber 
APBN (subsidi pemerintah) maupun bantuan luar negeri yang umumnya dalam bentuk-
bentuk proyek kelautan yang dimaksudkan untuk pengembangan sumberdaya kelautan 
daerah. Dengan Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan proyek-proyek kelautan 
sudah dapat didesentralisasikan ke daerah yang nantinya menjadi sumber pembiayaan 
pembangunan kelautan di daerah. 
2.5.5. Implikasi Terhadap Dampak NegatifPengelolaan Sumberdaya Laut 
Optimisme seperti di atas merupakan dampak positif dari berlakunya otonomi daerah 
terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan. Namun demikian tidak berarti bahwa otonomi 
daerah tidak memiliki dampak negatif terhadap sumberdaya kelautan. Dampak negatif 
akan timbul, apabila Pemerintah Daerah seperti disebutkan di atas tidak memiliki persepsi 
yang tepat terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan. Artinya sumberdaya kelautan tidak 
semata-mata untuk dieksploitasi tetapi juga harus diperhatikan kelestariannya. Sebab 
dengan persepsi demikian, maka sumberdaya kelautan yang ada diupayakan dan 
dieksploitasi sebesamya-besamya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Eksploitasi berlebih dengan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan 
sumberdaya alam pada akhimya akan menimbulkan masalah lainnya di kemudian hari. 
Jika hal ini terjadinya, maka pola pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan tidak ada 
bedanya dengan pola yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, yang perlu segera 
dibenahi adalah bagaimana agar Pemerintah Daerah memiliki persepsi yang tepat terhadap 
pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan 
sumberdaya kelautan, di mana beralihnya beberapa wewenang pusat ke daerah khususnya 
daerah perbatasan propinsi, disamping terdapat keuntungan, juga sekaligus menjadi beban 
dan tanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaannya di kawasan perbatasan antar 
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propinsi tersebut, seperti: sumberdaya ikan yang beruaya, over-eksploitasi, degradasi 
lingkungan, pencemaran, dan keamanan maupun keselamatan pelayaran. Hal-hal tersebut 
hanya merupakan akibat lanjutan dari beberapa masalah berikut ini : 
o Belum adanya institusi I lembaga pengelola khusus yang menangani masalah 
pengembangan pesisir dan !aut. lmplikasinya, tidak tersedianya instrument 
o Hukum wilayah perbatasan antar propinsi tersebut (RT/RW, zonasi) untuk dapat 
diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha yang diharapkan dapat 
menanamkan investasinya, serta pedoman bagi instansi di daerah (Tk. I dan II) 
dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah !aut guna peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
o Keterbatasan sumberdaya manusia (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan 
laut yang terdidik dan terlatih. Sehingga kendala yang dihadapi adalah kesulitan 
dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada 
terhadap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil )aut serta 4 mil laut yang 
merupakan kewenangan kabupatenlkota. Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi 
tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, 
permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, 
pengaturan alur pelayaran; dan lain-lainnya. 
o Ketersediaan data dan informasi pesisir dan !aut sangat terbatas (seberapa besar 
potensi pesisir dan !aut yang dapat terdeteksi misalnya bahan tambang, perikanan, 
dan pariwisata). 
o Terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi 
bidang kelautan. Sehingga bagaimana upaya penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan/SDL dalam usaha meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, belum bisa tetjawab (keterbatasan kemampuan teknologi 
untuk dapat menggali potensi SOL). 
2.5.6. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Tingkat Propinsi dan Kabupaten/ 
Kotamadya 
Dalam kasus pengelolaan sumberdaya kelautan yang bersifat lintas Propinsi dan 
atau lintas Kabupaten/Kota secara optimal dan berkelanjutan, maka kegiatan yang terdapat 
di masing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kota hendaknya menerapkan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, setiap 
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kabupaten dan propinsi yang terdapat di dalam kawasan tersebut hendaknya mempunyai 
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Management Plan) masing-masing 
dengan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. 
RPWP (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir) tersebut pada prinsipnya harus 
mencakup dua hal utama, yaitu: (I) kebijakan, strategi dan program untuk 
mendayagunakan potensi pembangunan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal 
sesuai dengan daya dukung lingkungan dan permintaan pasar; dan (2) kebijakan, strategi 
dan program untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan baik yang bersifat 
biofisik maupun sosial-ekonomi dan budaya. Secara lebih spesifik, RPWP tersebut 
hendaknya juga mencakup hal-hal sebagai berikut : 
•!• Penetapan batas wilayah pesisir sebagai suatu satuan pengelolaan (a management 
unit). 
•!• Tata ruang wilayah pesisir sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan 
berkelanjutan di atas. 
•!• Penentuan jenis kegiatan pembangunan (seperti perikanan, pariwisata, industri, 
pertambangan dan energi, perhubungan, dan konservasi) beserta intensitas (laju)-
nya untuk lima tahun atau dua puluh lima tahun ke depan. 
•!• Pedoman pengelolaan pencemaran dan pemeliharaan kualitas perairan !aut. 
•!• Pedoman konservasi habitat pesisir yang vital (seperti mangrove, terumbu karang, 
estuaria, dan padang lamun) dan biota atau satwa langka/dilindungi. 
•!• Deskripsi tentang struktur dan mekanisme organisasi untuk melaksanakan RPWP, 
termasuk tanggung jawab dan hubungan antar stakeholders (pihak terkait) baik 
kalangan pemerintah (tingkat II, tingkat I, dan pusat), swasta, maupun swadaya 
masyarakat. 
2.5.7. Kebijakan Yang Tertuang Dalam Studi Perencanaan Kawasan Pesisir dan 
Kelautan Kabupaten Malang 
Kebijakan pesisir dan kelautan di kabupaten Malang pada dasarnya tidak terlepas 
dari Kebijakan Kabupaten Malang, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Malang, dan kebijakan terkait lainnya. Berdasarkan pembangunan jangka panjang kedua 
daerah Kabupaten Malang, maka tujuan dan sasaran adalah untuk dapat memberikan arti 
dan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan pembangunan jangka panjang ke-dua 
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daerah Jawa Timur yang meliputi pemantauan restrukturisasi ekonomi, peningkatan ekspor 
non migas dan pemanfaatan peluang globalisasi. 
Secara umum tujuan pembangunan Kabupaten Malang khususnya kawasan pesisir 
sama dengan tujuan jangka panjang dari pembangunan wilayah pesisir dan kelautan di 
Indonesia yang antara lain adalah : 
o Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan 
kesempatan usaha. 
o Pengembangan program dan kegiatan yang mengarahkan kepada peningkatan 
pemanfaatan optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan kelautan. 
o Peningkatan lemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian 
lingkungan. 
o Peningkatan pendidikan, latihan, riset, dan pengembangan wilayah pesisir dan 
kelautan. 
2.6. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Analytic Hierarchy Process adalah salah satu metode untuk pengambilan keputusan 
yang dikenal di Indonesia. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menyusun masalah 
yang tidak terstruktrur dan kompleks ke dalam bentuk hirarki dengan memasukkan 
pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif Kompleksitas dan 
tidak terstrukturnya masalah disebabkan data dan informasi yang didapat sangat sedikit. 
Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Saaty pada tahun 1970. Model AHP ini dapat 
digunakan untuk mengukur peran serta pelaku atau para pengambil keputusan dalam 
menentukan dan merumuskan kebijakan berdasarkan kepentingan bersama. 
Analytic Hierarchy Proces bisa juga dikatakan sebagai metode dengan tujuan yang 
bersifat umum kemudian dikembangkan dan diuraikan ke dalam beberapa subtujuan 
dengan lebih terperinci agar dapat menjelaskan maksud dari tujuan terdahulu. Kelebihan 
dari metode ini adalah melibatkan beberapa kriteria secara bersamaan menurut struktur 
preferensi tertentu dan mengintegrasikan ke dalam proses rancangan (Rosyid, 1993). 
Kelebihan model AHP dibandingkan dengan model pengambilan keputusan lainnya 
adalah: 
I. Melibatkan beberapa kritetia secara bersamaan menurut struktur preferensi tertentu 
dan mengintegrasikan ke dalam proses rancangan. 
2. Kemampuan memecahkan masalah yang multiobjectives dan multicriteria. 
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3. Kemampuan tleksibilitas tinggi terutama dalam pembuatan kriteria. Sifat 
tleksibilitas tersebut adalah dapat menagkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria 
sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki. 
4. Jenis input kualitatif (persepsi manusia) sehingga model ini dapat mengolah data-
data kualitatif di samping data-data kuantitatif. 
5. Masyarakat bisa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan 
2.6.1. Hirarki (Hierarchy) 
Alat ukur utama dalam model Analytic Hierarchy Process adalah sebuah hirarki 
dari masalah yang akan diselesaikan. Secara garis besar, aplikasi dari model Analytic 
Hierarchy Process dilakukan dalam dua tahap yaitu penyusunan hirarki dan evaluasi 
hirarki (Saaty dalam Fahma, 2001). Dimana dalam model ini terdapat dua bentuk hirarki, 
yaitu: 
I. Hirarki linear atau searah dimana elemen terpenting paling atas, dimana semakin ke 
bawah semakin kurang penting. 
2. Hirarki non-linear. Mempunyai hubungan leih dari searah. Tidak diketahui pasti 
elemen terpenting dan yang kurang penting. 
Hirarki secara umum terdiri dari duajenis: 
1. Hirarki Struktural, yaitu masalah kompleks yang diuraikan menjadi bagian-
bagiannya sesuai dengan ciri atau besaran tertentu (seperti jumlah bentuk, ukuran 
atau warna). 
2. Hirarki Fungsional, yaitu masalah komplek yang diuraikan menjadi bagian-
bagiannya sesuai dengan hubungan esensial. 
Jika dilihat dari hubungannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
I. Hirarki Sempurna, dimana semua elemen pada sebuah tingkat berhubungan dengan 
setiap elemen di tingkat atasnya. 
2. Hirarki Tak Sempurna, dimana tidak semua elemen pada sebuah tingkat 
berhubungan dengan elemen pada tingkat di atasnya. 
Dalam Analytic Hierarchy Process (AHP), tujuan yang bersifat umum 
dikembangkan dan diuraikan ke dalam beberapa sub-tujuan dengan lebih terperinci agar 
dapat menjelaskan maksud dan tujuan terdahulu. Penguraian secara terperinci tersebut 
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dilakukan secara kontinyu hingga dicapai tujuan yang diharapkan secara operasional. 
Proses evaluasi terhadap alternatif-alternatif dilakukan pada hirarki terendah yang 
sekaligus merupakan tolok ukur dari perolehan tujuan utama. Proses penentan satuan yang 
akan digunakan sebagai ukuran dapat ditentukan pada tahap hirarki terendah ini (Saaty, 
1994). 
Dalam penjabaran hirarki tujuan, tidak ada pedoman yang pasti seberapa jauh 
pengambil keputusan menjabarkan tujuan menjadi tujuan yang lebih rendah. Pengambil 
keputusanlah yang menentukan saat penjabaran tujuan ini berhenti, dengan memperhatikan 
keuntungan atau kekurangan yang diperoleh bila tujuan diperinci lebih lanjut. 
Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam melakukan penjabaran hirarki tujuan 
adalah (Fahma, 200 I) : 
o Proses penjabaran tujuan ke dalam sub-tujuan, harus diperhatikan apakah setiap 
aspek dari tujuan yang lebih tinggi tercakup dalam sub-tujuan tersebut. 
o Meskipun hal tersebut terpenuhi, perlu menghindari terjadinya pembagian yang 
terlampau banyak, baik ke dalam arah horizontal maupun vertikal. 
o Sebelum menetapkan suatu tujuan untuk menjabarkan hirarki tujuan yang lebih 
rendah, maka dilakukan tes kepentingan, "apakah suatu tindakan atau hasil yang 
terbaik akan diperoleh hila tujuan tersebut tidak dilibatkan dalam proses 
evaluasi?" 
Dalam menyusun hirarki terdapat beberapa tahap yaitu (Saaty, 1994) : 
Tahapl : Mendefinisikan masalah dan menentukan secara khusus solusi yang diharapkan. 
Tahap 2 : Penyusunan hirarki dimulai dengan tujuan yang umum, diikuti oleh sub-tujuan, 
criteria, dan kemungkinan diikuti alternatif-alternatif penyelesaian pada 
tingkatan hirarki paling bawah. 
Tahap 3 : Menyusun matriks perbandingan berpasangan yang mempunyai kontribusi 
hubungan relatif atau pengaruh pada masing-masing tujuan atau kriteria yang 
akan dikembangkan pada tingkat yang lebih atas. 
Tahap 4 : Melakukan proses perbandingan berpasangan sehinga diperoleh judgement 
seluruhnya sebanyak [n(n-1)]/2 buah, dimana n adalah banyaknya komponen 
yang dibandingkan. 
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Tahap 5 : Setelah diperoleh data perbandingan pasangan, kemudian dihitung nilai eigen 
vector dan memeriksa indeks konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka 
pengambilan data harus diulang. 
Tahap 6 : Mengulang tahap 3, 4, 5 ntuk seluruh tingkat dan kelompok hirarki. 
Tahap 7 : Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan pasangan di atas, 
dimana nilai dari eigenvector merupakan bobot setiap komponen. 
Tahap 8 : Memeriksa indeks konsistensi hirarki (Cosistency Ratio), jika nilai CR lebih dari 
I 0% (0, I), maka kualitas data judgement harus diperbaiki. 
Keuntungan menyusun masalah ke dalam bentuk hirarki dalam analisis adalah 
sebagai berikut : 
o Representasi hirarki atas system dapat berarti menjelaskan sejauhmana perubahan 
tingkat kepentingan elemen pada level mempunyai pengaruh terhadap tingkat 
kepentngan elemen-elemen pada hirarki di bawahnya. 
o Hirarki memberikan gambaran informasi yang lengkap dan jelas atas struktur dan 
fungsi dari sistem dalam tingkat yang paling rendah, dan merupakan gambaran-
gambaran atas factor-faktor yang berpengarh terhadap tujuan-tujuan pada 
tingkatyang lebih atas. 
o Proses analisa hirarki lebh efisien daripada melakukan analisa secara keseluruhan. 
2.6.2. Penilaian Pada Perbandingan Pasangan 
Secara naluriah setiap individu manusia dapat mengestimasi besaran sederhana 
melalui inderanya. Proses individu yang paling mudah adalah membandingkan dua hal 
dengan keakuratan perbandingan (Suryadi dan Ramdhani, 1998). Tahap penilaian 
perbandingan pasangan merupakan salah satu tahap paling penting dalam analisa 
hirarki.Dalam tahap ini yang dilakukan adalah membandingkan tingkat kepentingan antara 
kompinen satu dengankomponen yang lainnya. Dengan membandingkan sejumlah elemen 
pada setiap hirarki, maka dilakukan penilaian kuantitatif untuk mengetahui besarnya bobot 
setiap elemen. 
Untuk itu Saaty ( 1980) menetapkan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk 
menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain, seperti 
berikut: 
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Tabel 2.1. Skala Perbandingan Berpasangan 
Intensitas Kepentingan Definisi Variabel Keterangan 
I Sarna pentingnya Kedua elemen memberikan 
kontribusi 
3 Elemen yang satu sedikit lebih Pengalaman a tau judgement 
penting terhadap sedikit memihak pad a sebuah 
elemen dibandingkan elemen 
yang lainnya 
5 Elemen yang satu mempunyai Pengalaman a tau judgement 
tingkat kepentingan yang kuat secara kuat mcmihak pad a 
atau esensial terhadap yang sebuah elemen dibandingkan 
lainnya elemen yang lainnya 
7 Tingkat kepentongan yang jelas Sebuah elemen secara kuat 
lebih kuat disukai dan dominasinya 
tampak dalam proyek 
9 Tingkat kepentingannya mutlak Bukti bahwa suatu elemen lebih 
penting dari elemen yang 
lainnya adalah san gat jelas 
2,4,6,8 Nilai-nilai tengah diantara 2 Nilai ini diberikan bila 
judgement yang berdampingan diperlukan adanya kompromi 
antara duajudgement 
Kebalikan dari nilai di atas Bila komponen i mendapat salah satu nilai di atas (non zero) saat 
dibandingkan dengan elemen j, maka mempunyai nilai sebaliknya 
saat dibandingkan dengan i. 
2.6.3. Formulasi Matematis Analytical Hierarchy Process 
Fonnulasi matematis pada model AHP pada dasamya dilakukan dengan 
menggunakan matrik, yaitu dengan mengasumsikan komponen yang akan dinilai tingkat 
kepentingan secara berpasangan. Komponen-komponen judgement terdiri atas bilangan C1, 
C2, C3, . . . . . . , Cn yang saling berpasangan. Kemudian komponen Ci dengan Cj dibuat 
dalam matriks A (n x n) : 
A = (au) (i,j = 1,2,3, ..... ,n) .. ... ......... ...... ... ...... ... .... (2.1) 
Syarat nilai aij yang ditentukan adalah : 
1. au = oc, maka aij = 1/oc, oc 0 
2. Ci adalah tingkat kepentingan yang sama dengan Cj jika au= aji = I ; a12 
3. Hal yang khusus, au = I untuk semua i. 
Apabila nilai yang dimasukkan sudah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya 
dapat dibuat struktur masalah tersebut dalam sebuah komponen matrik A sebagai berikut: 
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1 
A = 1/a/2 1 ........... ... .................. (2.2) 
1 
Hasil yang diperoleh dari penilaian Uudgement) secara berpasangan berupa 
komponen (Ci, Cj), selanjutnya diubah ke dalam bentuk nilai berupa aij pada matriks A. 
Pembobotan C 1, C2, ••••••• Cn dilakukan dengan menyatakan komponen tersebut dengan 
Langkah selanjutnya adalah mengasumsikan judgement berdasarkan angka 
pengukuran. Dilakukan dalam kondisi tidak ada penyimpangan (deviation) yang 
disebabkan kesalahan pengukuran yang tidak pernah akurat, dan banyak disebabkan akibat 
kesalahan man usia. Dimana hubungan antara bobot wi dengan hasil judgement aii adalah 
w/w1 = aiJ (untuk ij = 1,2, .. . ... ,n) ...................... .. ...................... (2.3) 
Dengan perubahan matriks : 
A = 
Dalam kondis i tertentu yang diakibatkan adanya penyimpangan pada baris ke-l 
dari matriks pada kasus ideal, nilai-nilai elemen baris ail, ai2, ..... , ain adalah sama dengan : 
wi wi wi wi 
-- - -
wJ ' w2 ' wj ' wn 
Dengan mengalikan elemen pertama baris tersebut dengan wi, dan elemen kedua 
dengan w2 dan seterusnya akan diperoleh : 
W / WJ.Wi = Wj , W / W2.W 2 = W j . .. . .. .. .. , W / Wj. Wj = Wj, ....... , W/W0 .W0 = Wj 
Selanjutnya akan diperoleh elemen : 
Wj, W j, . . . ... . , Wj 
Secara umm apabila nilai elemen baris adalah wl, maka dapat diambil harga rata-
rata wi adalah : 
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I 
wi = - L aijw~= l (i = 1,2, ... .) ................................................... (2.4) 
n 
Besar nilai aij haruslah sama dengan w/wj, karena apabila tidak sama besar nilai 
tersebut akan mempengaruhi jawaban persaman diatas. Untuk mengatsi permasalahan 
tersebut dilakukan dengan merubah nilai n dengan besaran nilai "-max, sehingga : 
WJ = I I Amax L: aij Wj (i = 1 ,2, ........ ) 
= 1 I Ama.x I:aiJ W ~=I 
··························································· 
(2.5) 
Nilai tersebut selanjutnya disebut dengan eigenvalue (nilai eigen) yang merupakan 
eigenvalue maksimum dari matriks A. Selanjutnya dari rumusan (2.3) diturunkan dalam : 
1. aij, aik = (w/wj) . (wi I wk) = (wi I wk) = aik 
Persamaan harus merupakan konsistensi penilaian dari elemen matriks. 
2. aji = wJ Wj = 1 I (wi I Wj) = 1 I aij 
















Persamaan dapat dinyatakan dalam bentuk: A W = n W atau (A-Ni)W = 0, dengan I 
adalah matrik identitas. Persamaan ini mempunyai solusi (bukan nol) jika dan hanya jika 
adalah eigenvector dari matriks A dan W adalah vector eigennya. 
2.6.4. Perhitungan lndeks Konsistensi 
Konsistensi perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana pilihan yang dilakukan 
seteleh terlenih dahulu dilihat komposisi perbandingan yang benar antara elemen 
dilakukan. Menurut Basso (2002), penilaian konsistensi dilakukan dengan melihat 
preferensitransivitas. Dimana prinsip transivitas ini sulit dijumpai dalam proses judgement 
yang dilakukan manusia. 
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Dan selama proses tersebut dapat dilihat dari besarnya eigenvector maksimum dari 
hasil perhitungan. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan dikarenakan tidak 
konsistennya pembobotan yang dilakukan, atau biasa terjadi karena tidak idealnya rasio 
w/w. Untuk itu perlu dilakukan uji konsistensi rasio untuk mendapatkan eigen vector 
terbesar dengan nilai n (n merupakan orde matriks), dengan nilai indeks konsistensi rasio 
untuk mendapatk.an eigen vector besar akan menyatakan besamya penyimpangan. 
Perhitungan indeks konsistensi dilakukan hitung dengan menggunakan rumus : 
, ..1max C'! = .................. .. ............ .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .... . .................. .. ........ ... (2.7) 
n-l 
Sedang indeks random adalah suatu indeks yang menyatakan besarnya konsistensi 
matriks resiprok yang muncul secara random dengan skala 1 sampai 7, serta kebalikannya. 
Menurut Saaty nilai indeks random dinyatakan dalam matriks berorde 1 hingga 15, seperti 
yang diperlihatkan pada tabel 2.2. : 
Tabel2 .2 Indeks Random Untuk Tiap Orde Matriks 
Orde Matriks 1 2 3 .j 5 6 
Indeks Random 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 
Ode Matriks 7 8 9 10 11 12 
Indeks Random 1.32 1.41 1.45 4.49 1.51 1.48 
Orde Matriks 13 14 15 
Indeks Random 
Ratio konsistensi adalah nilai yang dihasilkan dengan membandingkan besar nilai CI 
dengan RI didefinisikan sebagai : 
CR = CJ R1 .. . . . ... ........ .. . .... ..... ... .... .. .... . ................ ........ ......... .... ... .. .. .. . ...... ... ... (2.8) 
Dimana apabila niali CR lebih kecil dari 10%, maka eigen vector maksimum yang 
dihasilkan dari hasil pembobotan yang mempunyai nilai konsisten, apabila lebih dari nilai 
tersebut dianggap tidak konsisten. 
2.6.5. Eigenvector 
Untuk menentukan bobot prioritas suatu matriks perbandingan (privaise 
comparation) salah satu cara yang dianggap paling akurat adalah dengan operasi matematis 
berdasarkan operasi matriks dan vector yang dikenal dengan eigenvector. Eigen vector 
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adalah sebuah nilai yang dihasilkan dari suatu matriks perbandingan pada penjelasan di 
atas merupakan hasil dari pemilihan kepentingan yang terdapat diantara elemen-elemen. 
Eigenvector adalah sebuah vector yang apabila dikalikan sebuah matriks hasilnya 
adalah vector itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan skalar atau parameter yang 
tidak lain adalah eigenvalue. Apabila eigenvector tersebut kita beri simbol w, eigenvalue 
dan matriks bujur sangkar A, maka persamaannya adalah : 
A X w = A X w ................................................................................................... (2.9) 
Eigenvector maksimum yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai referensi 
menentukan tingkat pemilihan, dengan menyatakannya ke dalam reference index. Dengan 
menggunakan persamaan : 
AW = nW ....................................................................................................... (2.10) 
Eigenvector disebut juga vector karakterstik dari sebuah matrks bujursangkar 
sedangkan eigenvalue merupakan akar karakteristik dari matriks tersebut. Meskipun 
metode eigenvector ini paling akurat namun ada kelemahannya yaitu sulit dikerjakan secar 
manual terutama apabila matriksnya terdiri dari 3 elemen atau lebih sehingga harus dibuat 






3.1. Metodologi Penelitian 
Metodologi merupakan suatu urutan proses atau prosedur yang akan dilakukan atau 
dikerjakan dalam mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan 
perrnasalahan yang ada, maka untuk mencari jawaban atau penyelesaian permasalahan 
tersebut digunakan pendekatan metode survei. 
Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 
kuisioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya 
dikumpulkan dari sample atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Ini berbeda 
dengan sensus yang inforrnasinya dikumpulkan dari seluruh populasi. Dengan demikian, 
penelitian survei adalah "penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok!' (Singarimbun, 
1995). 
Adapun tahap-tahap metodologi penelitian yang akan digunakan dalam pengerjaan 
Tugas Akhir ini adalah : 
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[ Mulai J 
l 
Survey dan Studi 
Literatur 
1 
ldentifikasi Masalah I 
~ 
Pengumpulan Data I l I I 
Data Primer Data Sekunder 
I l 
Penyebaran kuisioner Data dari Dinas I 
dan survey Badan terkait 
I I 
~ 
Pengolahan data dengan 
AHP 
~ 
Pengolahan data dengan 
software Expert Choice 
~ 
Analisa prioritas perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai 
selatan Kab. Malang 
~ 
Analisa dan pembahasan 
~ 
Kesimpulan dan Saran 
~ 
Selesai I 
Gambar 3.1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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3.2. Penjelasan Diagram Alir Metodologi 
3.2.1. Studi Literatur 
Studi literatur ini diperlukan untuk memperluas dan memperjelas dasar pemikiran 
serta landasan teori yang digunakan untuk pengolahan data dan penulisan Tugas Akhir. 
3.2.2. ldentifikasi Permasalahan 
Mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi. Untuk dapat mengidentifikasikan 
permasalahan telah dilakukan survei awal. Untuk selanjutnya dilakukan studi literatur. 
3.2.3. Pengumpulan data-data pendukung 
Data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu 
data primer dan data sekunder. Data pendukung dalam Tugas Akhir ini adalah kedua tipe 
data tersebut yaitu data primer dan data sekunder. 
3.2.3.1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data 
primer meliputi data yang berasal dari kuisioner dengan masyarakat dan pemuka 
masyarakat setempat serta dari pejabat-pejabat dinas yang terkait dengan permasalahan, 
diantaranya Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas 
Pariwisata, dan bagian Konservasi Sumber Daya A lam. 
3.2.3.2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga, atau institusi tertentu, 
seperti Biro Pusat Statistik, dan lain-lain. Untuk data sekunder dalam Tugas Akhir ini 
didapatkan dari dinas-dinas yang terkait dengan masalah pengelolaan masyarakat pesisir. 
Untuk mengumpulkan data-data tersebut - terutama data primer - dengan 
menggunakan instrumen penelitian, yaitu kuisioner dan interview guide. Kuisioner 
penelitian biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Kuisioner tersebut 
dimaksudan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-
jawaban dari para responden, yaitu orang yang memberi jawaban (Kontjaraningrat, 1977 : 
I 73 dalam Sudarso 1995 : 60). 
Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data dengan 
menggunakan kuisioner yaitu : (I) Wawancara melalui telepon; (2) Sistem angket yang 
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diposkan; (3) Kuisioner diisi oleh responden; (4) Melalui wawancara langsung. Dalam 
Tugas Akhir ini cara yang dilakukan adalah kuisioner diisi sendiri oleh responden. 
3.2.3.3. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang 
mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya (Fauji, 2003: 31). 
Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 
akan diduga. Dalam setiap penelitian, populasi erat hubungannya dengan masalah yang 
ingin dipelajari (Singarimbun & Effendi, 1995 : 152). 
3.2.3.4. Sampel 
Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat seperti di 
bawah ini (Bagoes & Kasto dalam Singarimbun & Effendi, 1995: 149): 
l. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang 
diteliti. 
2. Dapat menentukan presisi atau tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan 
hasil yang diperoleh dari sampel dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan 
lengkap dari hasil peneltian dengan menentukan penyimpangan baku atau standar 
dari taksiran yang diperoleh. 
3. Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan. 
4. Dapat memberkan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-
rendahnya. 
3.2.3.5. Penarikan Sampel 
Teknik penarikan sample pada dasamya meliputi teknik random dan non random. 
Harus diakui bahwa menarik sampel dari suatu populasi yang terdiri dari sekelompok 
manusia (perilaku) merupakan pekerjaan yang membutuhkan keseriusan. Prosedur 
penarikan sam pel bisa bersifat random (random sampling prosedure), 
sedangkan prosedur yang tidak memenuhi ketentuan diatas dikenal dengan cara penarikan 
bukan random (non random prosedure) (Sudarso dalam Singarimbun,1995 : 59). 
Dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan teknik penarikan sampel non random, yang 
dimaksud adalah suatu teknik untuk memilih sampel yang setiap individu atau anggota 
populasi tidak mempunyai kesempatan/kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. 
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Responden yang dipilih dalam penelitian ini meliputi berbagai unsur yang dianggap 
bisa memberikan inforrnasi tentang perencanaan dan pengembangan kawasan pantai 
selatan Kabupaten Malang dengan dasar prinsip Purposive dimana peneliti menentukan 
responden yang dianggap sebagai responden kunci dan kemudian berkembang ke 
responden tambahan dengan mengikuti prinsip snowball dan pilihan akan berakhir setelah 
tak terdapat indikasi variasi atau inforrnan baru. 
3.2.4. Pengolahan data dengan AHP 
Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang 
disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan 
adalah editing setiap data yang masuk. Dalam editing yang akan dikerjakan adalah 
meneliti; lengkap tidaknya kuisioner yang sudah diisi, keterbacan tulisan, kejelasan makna 
jawaban, kesesuaian antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya. 
Data primer yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan metode Analytic 
Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice Professional. Pada 
tahap ini juga dilakukan pembobotan terhadap model hierarki. Adapun diagram alir metode 








Sinteas Prioritas perbandingan 
berpasangan (persepsi 
responden) 








Gambar 3.2. Diagram Alir Metodologi Analytic Hierarchy Process 
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I. Penyusunan Hierarki 
Ada dua proses yang dilakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan dan 
pembuatan hierarki yang direncanakan. Pembuatan hierarki pada dasamya ada 
dua macam proses yang saling berhubungan yaitu identifikasi level dan elemen 
yang ditempatkan dalam suatu level dan penjabaran elemen yang terdapat 
dalam setiap level untuk dipakai dalam formulasi pertanyaan. 
2. Evaluasi Hierarki 
Proses yang dilakukan adalah pengisian matrik perbandingan berpasangan, dan 
selanjutnya dicari bobot prioritas setiap elemen dalam matrik. Kemudian 
dihitung indeks konsistensi dan rasio konsistensi (CR). Apabila rasio 
konsistensi memenuhi, maka didapat vektor prioritasnya. 
3. Analisa Sensitivitas 
Analisa tersebut digunakan untuk memprediksi keadaan apabila terjadi suatu 
perubahan yang besar dari bobot prioritas ataupun urutan prioritas. 
3.2.5. Analisa dan Pembahasan 
Dari hasil yang didapat setelah melakukan langkah-langkah di atas, selanjutnya 
akan dilakukan analisa dan pembahasan untuk mendapatkan hasil akhir dari Tugas Akhir 
In I. 
3.2.6. Kesimpulan dan Saran 
Dari semua yang telah kita dapatkan, akan dicari suatu kesimpulan yang dapat 
menjawab segala permasalahan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Selain itu, akan kita 
sertakan pula berbagai saran demi pembangunan serta pengembangan lokasi studi di saat 
mendatang. 
3.3. Model Hierarchy Studi Perencanan dan Pengembangan Kawasan Pantai 
Selatan Kabupaten Malang 
Unsur yang paling utama dalam model Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah 
sebuah hirarki yang mempunyau struktur fungsional dengan input data utamanya adalah 
persepsi manusia (respnden).Model hirarki akan memudahkan dalam pemecahan masalah 
yang kompleks dan tidak terstruktur, dengan memecahnya ke dalam kelompok-kelompok. 
Untuk membuat suatu model ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain 
harus memenuhi kesesuaian, kesederhanaan, dan keserasian (Krisnamurti dalam Basso 
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2002)). Berdasar jenisnya model terdiri atas tiga jenis yaitu berdasar tipe, dimensi, fungsi, 
tujuan, dan tingkatabstraksinya yaitu model ikonik, analog, dan simbolik (Nasendi dalam 
Basso, 2002). 
Dalam tugas akhir ini akan dilakukan pengembangan model yang berfungsi sebagai 
alat bantu dalam menentukam prioritas program dan kebijakan yang akan dikembangkan di 
kawasan pantai selatan Kabupaten Malang. Penentuan program dan kebijakan tersebut 
dilakukan berdasar altematif-altematif yang tersedia. Pada struktur model ini nantinya 
akan mencakup tujuan, pelaku, kriteria, aspek, dan kebijakan. Dengan model tersebut akan 
dapat diketahui skala prioritas dalam studi perencanaan dan pengembangan kawasan pantai 
selatan Kabupaten Malang. 
A. Tujuan I Fokus (Tingkat Pertama) 
Tujuan dalam struktur AHP merupakan tingakt yang paling utama sebagai pokok 
tujuan dalam penelitian ini. Dari tujuan ini akan dkembangkan ke dalam kriteria-kriteria 
yang relevan. 
B. Pelaku (Tingkat Kedua) 
Untuk tingkat kedua ini terdiri dari pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang 
mendukung pencapaian dari tujuan pada tingkat pertama. Dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten Malang, maka pelaku yang paling 
relevan dan mendukung ntuk pencapaian tujuan umum adalah masyarakat, Pemda dan 
investor. 
Masyarakat disini merupakan masyarakat umum kecuali aparatur pemerintahan, 
baik itu aparatur pusat ataupun daerah yang berwenang. Masyarakt umum tersebut 
termasuk tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, ataupun para cendekiawan, dan 
masyarakat biasa I awam. 
Pemda adalah aparatur Pemerintah Daerah I Pusat I Dinas-dinas yang terkait 
dengan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten 
Malan g. 
Investor adalah pihak penanam modal yang terlibat dalam proses perencanan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten Malang seperti investor pabrik es untuk 
pengawetan ikan, investor pariwisata, dll. 
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Pembangunan nasional pada dasamya upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu 
sendiri. Untuk itu mperan serta masyarakat dalam proses pembangunan tidak bisa tidak 
diiuktsertakan. Perlu adanya kebebasan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan 
proaktif dalam pembangunan. 
Pencapaian sebuah tujuan pembangunan dengan basis masyarakat harus mendapat 
dukungan pemerintah dengan merumuskan konsep perencanan dan strategi-strategi 
pembangunan agar dapat digunakan sebagaio pedoman dalam pelaksanaan program 
pembangunan. Namun semua program dan perencanaan pembangunan pemerintah tidak 
akan terlaksana apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, pemerintah itu sendiri dan 
sektor dunia usaha atau swasta. 
Dapat dikatakan bahwa kerjasama yag baik antara masyarakat, pemerintah dan 
sektor swasta sangat diperlukan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Hal 
ini disebabkan bahwa pembangunan merupakan sebuah sinergi antara peran pemerintah 
sebagai perumus kebijakan dan rencana pembangunan, masyarakat sebagai pelaku 
sekaligus sebagai objek pembangunan dan dunia swasta sebagai stimulus tumbuhnya 
rencana pembangunan. 
C. Kriteria (Tingkat Ketiga) 
Situasi dan kondisi sekitar lokasi pembangunan sangat berpengaruh terhadap 
lancarnya pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini termasuk kondisi lingkungan secara 
makro yang ada pada lokasi pembangunan. 
Ruang lingkup lingkungan dikelompokkan ke dalam empat dimensi yatu : Politik, 
ekonomi, sosial, dimensi pasar, dimensi produk, dan teknologi dan dimensi persaingan. 
(Uytherhoevev dalam Basso, 2002). Kondisi lingkungan yang baik akan mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuat strategi dan sistematika sebagai 
pijakan dengan membuat suatu rumusan untuk kegitan perencanaan. 
Lingkungan dalam tugas akhir ini adalah ekonomi, lingkungan, sosial dan fisik. 
D. Aspek (Tingkat Keempat) 
Pada tingkat ini diberikan beberapa aspek-aspek pembangunan yang dapat 
dilakukan di kawasan pesisir sesuai dengan bidang pengembangan yang ditinjau dari 
kriteria ekonomi ada aspek pemanfaatn sumber daya perikanan, aspek pemanfaatan lahan 
hutan, aspek pemanfaatan kawasan wisata, dan aspek kemudahan dalam investasi. Untuk 
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kriteria lingkungan ada aspek pelestarian kawasan hutan dan pelestarian sumber daya !aut. 
Sedangkan aspek perbaikan SDM dan interaksi dengan kawasan sekitar ada pada kriteria 
social. Perbaikan PPI dan relokasi/pembangunan tempat wisata dimasukkan dalam kriteria 
fisik. 
E. Kebijakan (Tingkat kelima) 
Kebijakan merupakan suatu aturan atau ketetapan yang diberlakukan oleh 
pemerintah pusat ataupun daerah untuk dilaksanakan berkaitan dengan rencana 
pembangunan. Kebijakan dalam tingkatan kelima ini harus bisa mencakup semua aspek, 
criteria, dan pelaku seperti dalam struktur hirarki yang telah ada. 
Kebijakan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan 
Kabupaten Malang meliputi kebijakan pengelolaan wilayah terpadu, kebijakan 
peningkatan teknologi, kebijakan Sumber Daya Manusia, kebijakan kelembagaan dan 


















HIERARKI MODEL AHP 
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KA W ASAN PANT AI 
KAB. MALANG (PANT AI SENDANG BIRU) 
PERENCANAAN DAN 
PENGEMBANGAN KA WASAN 




MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH INVESTOR 
l 
~ J ~ 
Perbaikan Peningkatan Pembangunan 
Lingkungan Daerah Kehidupan Sosial Prasarana Fisik 
Kawasan Pantai Masyarakat 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Kemudahan Pelestarian Pelestarian Perbaikan lnteraksi Perbaikan Pembangunan I 
dalam kawasan hutan Sumber Daya SDM dengan kawasan Sarana PPI Relokasi 
ln vestasi Laut sekitar Tempat Wisata 
I I I I I 
~ ~ 
Kebijakan Kebij akan Kebijakan Kebijakan 
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelembagaan Pengelolaan 
Teknologi Lingkungan 
Gambar 3.3. H ierarki Model AHP Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pantai Kab. Malang (Pantai Sendang Biru) 
BAB IV 
DESl(RIPSI LOKASI PENELITIAN 
BABIV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
Kabupaten Malang merupakan salah satu bagian dari propinsi Jawa Timur yang 
tereletak di bagian selatan dengan jarak sekitar 87 km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur. 
Kabupaten Malang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, 
utamanya kawasan Malang Selatan. Kekayaan alam yang melimpah dan mempunyai 
potensi ekonomi yang cukup besar ini merupakan modal dalam membangun Kabupaten 
Malang khususnya dan Propinsi Jawa Timur umumnya. Kekayaan itu antara lain adalah : 
pertanian, perikanan, petemakan, pertambangan, industri, dan pariwisata. 
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yaitu yang 
mengarah kepada penggalian potensi Malang Selatan, maka Pemerintah Kabupaten 
Malang pada saat ini sedang memprogramkan beberapa sektor pembangunan sebagai 
penunjang pembangunan Malang Selatan seperti pembangunan wilayah penunjang 
kegiatan ekonomi, pengembangan pertanian, pengembangan peternakan, pertambangan, 
pengembangan perikanan, pengembangan industri, dan pariwisata. Hal ini juga sejalan 
dengan arah kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mengarah kepada 
pengembangan kawasan selatan Propinsi Jawa Timur. 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Malang 
Kabupaten Malang ditinjau dari posisinya berada pada koordinat 12° 17' 1 0,9" -
112° 57'0,0" Bujur Timur dan 7° 44'55, 11" - 8° 26'34,45" Lintang Selatan. Kabupaten 
Malang merupakan wilayah yang cukup 1uas, yang terdiri dari wilayah darat, pantai, dan 
1aut. Wilayah darat Kabupaten Malang seluas 334.787 hektar, sedang wilayah )aut adalah 4 
mil (berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999) dengan garis pantai sepanjang 
102,625 km. 
Kondisi topografi Kabupaten Malang sesuai dengan kelerengannya memiliki 
kelerengan antara 2-15% dan sebagain kecil memiliki kelerengan antara 0 - 2%. 
Kabupaten Malang berada pada ketinggain 0-2000 meter di atas permukanaan !aut. 
Apabila ditinjau dari kondisi morfologinya daerah yang berada pada kondisi landai hingga 
pegunungan berada pada Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, 
Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, 
Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, dan 
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Gedangan. Sedangkan daerah bergelombang berada pada Kecamatan Sumbermanjing 
Wetan, Wagir, dan Wonosari. 
Jumlah penduduk Kabupaten Malang adalah 2.346.710 jiwa yang terdistribusi di 36 
kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang dan terbagi atas Sub Satuan Wilayah 
(SSWP) dengan kepadatan penduduk 764 orang/km2• 
Selanjutnya untuk kawasan wilayah Malang Selatan memiliki ketinggian antara 1-
2000 meter diatas permukaan !aut dan keadan yang bervariasi antara kondisi terjal sampai 
pegunungan. Semakin mendekati daerah pantai umumnya memiliki karakteristik daerah 
pegunungan kapur dan kemiringannya sangat besar. Tingkat kelerengan wilayah berkisar 
antara kelerengan 2-15%, 15-40% dan >40% yang sebagain besar meliputi Kecamatan 
Ampelgading dan Tirtoyudo merupakan daerah yang harus dihutankan karena mempunyai 
fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air serta menjaga ekosistem lingkungan 
hidup. 
4.2. Gambaran Umum Kawasan Pantai Sendang Biru 
Kawasan Sendang Biru secara administratif merupakan sebuah daerah pedukuhan 
yang menjadi bagian dari Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang. Terletak ± 77 km di sebelah Selatan Kota Malang. Desa Tambakrejo sendiri 
memiliki dua pedukuhan, yaitu Dukuh Tambaksari dan Dukuh Sendang Biru sendiri . 
Dukuh Sendang Biru merupakan daerah pesisir pantai dengan wilayah pantainya yang 
berhadapan dengan Pulau Sempu sehingga pantainya merupakan perairan yang tenang. 
Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 
Malang terletak pada koordinat 122° 38 ' - 122° 43' BT dan 8° 25 ' - 8° 3' LS. Wilayah 
tersebut berada pada ketinggian 504 m dari permukaan !aut dengan suhu- rata-rata berkisar 
antara 22-32°C. Kondisi topografis wilayah ini bervariasi antara pantai, daratan, dan 
perbukitan. Bentuk wilayah secara umum memiliki wilayah datar sampai berombak 16%, 
berombak sampai berbukit 49%, dan berbukit sampai bergunung 35%. Wilayah pesisir di 
Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang paling potensial untuk dikembangkan adalah 
pantai Sendang Biru yang terletak di Desa Tambak Rejo. 
Topografi Sendang Biru berupa daerah dengan bukit-bukit kecil dalam junlah yang 
cukup banyak yang semula merupakan daerah dengan tutupan hutan alami. Pantai yang 
dimiliki Sendang Biru merupakan pantai berpasir dengan beberapa bagian merupakan 
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pantai berkarang. Selain bagian-bagian yang dibudidayakan (perikanan, ternak, dan 
pertanian) terdapat beberapa bagian dari pedukuhan yang merupakan rawa. 
Wilayah pantai Sendang Biru mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Pemda 
Tk.ll bersama-sama Pemda Tk.I Propinsi Jawa Timur. Berbagai fasilitas usaha perikanan 
mulai dibangun di kawasan ini, antara lain Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dibangunnya 
PPI ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan dan pengembangan 
perikanan di Malang Selatan khususnya, dan Samudera Indonesia pada umumnya. Lokasi 
PPI terlindung dengan aman dengan adanya Pulau Sempu, dengan panjang selat kurang 
lebih 4 km dan Iebar antara 600 -1500 m, serta kedalaman perairan antara 18 hingga 49 
meter. 
Rata-rata curah ujan tahunannya sebesar 2469,2 mm, dengan jumlah rata-rata hari 
hujan sebanyak 118,8 hari. Hari hujan (curah hujan >100 mm/bulan) umumnya terjadi 
pada bulan September s/dApril. Sedangkan musim kemarau (curah hujan <60 mm I bulan) 
terjadi pada bulan Mei s/d Agustus. 
4.3. Data Sosial Ekonomi Sendang Biru 
Kabupaten Malang bagian Selatan memiliki panjang pantai 77 km yang terletak di 
6 kecamatan. Sampai saat ini nelayan Sendang Biru bisa memanfatkan 12% potensi 
perikanan laut yang tersedia. Jumlah ikan yang berhasil dipungut ini baru sekitar 300 ton, 
masih jauh dari kekayan yang ada di perairan yang merupakan bagian dari Samudera 
Indonesia. Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang perkiraan hasil 
perikanan I aut sekitar 26.099,158 ton per tahun. Kapasitas ini dihitung sesuai luasan laut 
sejah 4 mil laut dan daratan, sesuai UU No. 22 tahun 1999. Rendahnya pemanfaatan 
potensi kelautan menyebabkan sumbangan sub sector perikanan terhadap PDRB juga 
rendah, yaitu hanya 0,27% dari nilai PDRB tahun 1999 sebesar 2, 7 trilyun rupiah. 
Sumberdaya perikanan laut yang bisa diambil nelayan pada tahun 2000 baru sekitar 
3.159,5 I ton. Berarti baru mencapai sekiatr 12, II% dari jumlah potensi tersedia yang ada. 
Jumlah tersebut menurun 1.056, 72 ton (25,06%) dibandingkan tangkapan ikan tahun 1999, 
sejumlah 4.216,23 ton. Potensi perikanan ini akan lebih besar lagi apabla diperhitungkan 
samapi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut. Jika nelayan bisa 
menggarap ZEE di seluruh perairan itu bisa diambil sekitar 403.444 ton per tahunnya. 
Rendahnya hasil tangkapan itu terutama karena kekurangan kapal penangkap ikan. 
Tahun 2000, jumlah kapal di pantai Malang Selatan sebanyak 430 buah. Mayoritas di 
41 
antaranya merupakan perahu motor tempe! (179), perahu papan (130), dan jungkung (83), 
sedangkan kapal motor berkekuatan 5-30 GT (Gross Tonase) berjumlah 38 buah. 
4.3.1. Mata Pencabarian Masyarakat Sendang Biru 
Menurut registrasi penduduk tahun 2001 , jumlah penduduk dusun Sendang Biru 
sebanyak 2.421 jiwa dengan 657 KK, sebagian besar 543 (22%) adalah nelayan, petani 887 
(33%), tani nelayan 242 (10%), pengusaha dan pedagang 212 (14%). Jumlah nelayan yang 
beroperasi di wilayah Sendang Biru sebanyak 993 orang dengan perincian pemilik armada 
61 orang, juragan laut 86 orang, dan anak buah kapal (ABK) 846 orang. lni berarti terdapat 
450 orang nelayan dari luar wilayah yang bekerja di Sendang Biru. Nelayan adalah orang 
yang mengusahakan I mengelola usaha penangkapan ikan, sedangkan petani adalah orang 
yang mengusahakan I mengelola usaha penangkapan tanaman pangan dan perkebunan. 
Penduduk yang bermatapencaharian nelayan terkonsentrasi di kawasan selatan dekat !aut, 
sementara yang bertani bertempat tinggal di kawasan utara. Sebagian penduduk (10%) 
bermatapencaharian petani-nelayan, yaitu menangkap ikan pada musim ikan dan bertani 
pada musim penghujan. 
Tabel 4.1. Mata Pencaharian Penduduk Sendang Biru 
No·. Mata Pencaiuirian •". .. .. 
. J;,.~~pii~ ;.: ,f~_· .. ... \lc ·.,., ... , "· . .. · ..• ;', .. ,,;, .·•, .; ,. 
1. Karyawan (NIS) 189 (8%) 
2. Petani 887 (37%) 
3. Tani- Nelayan 242 (10%) 
4. Nelayan 543 (22%) 
5. Pengusaha dan pedagang 212 (9%) 
6. Lain-lain 348 (14%) 
Sumber : Bappedal Kab. Malang 
Menurut Ramond Firth (dalam Mubyarto, 1994), masyarakat nelayan memiliki 
paling sedikit empat karakteristik yang membedakan dengan petani pada umumnya. 
Pertama, pendapatan nelayan bersifat harian (daily increments) yang jum1ahnya sulit 
ditentukan. Selain itu, pendapatan nelayan juga sangat tergantung pada musim dan status 
nelayan itu sendiri, dalam arti sebagai pemilik, juragan, atau pendega (ABK). Nelayan 
Dusun Sendang Biru juga memiliki karakteristik seperti ini. Dengan pendapatan yang 
bersifat harian, tidak dapat ditentukan, dan sangat tergantung pada musim, maka mereka 
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(khususnya pendega) merasa sangat sulit dalam merencanakan penggunaan 
pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk segera membelanjakan 
uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan itu. Sebagai akibatnya nelayan sulit 
untuk menabung atau mengakumulasikan modal. Pendapatan yang mereka peroleh pada 
musim penangkapan ikan akan habis digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 
bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Masa penangkapan ikan yang 
hanya melimpah pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun, menyebabkan pendapatan 
nelayan Sendang Biru sangat kecil. 
Kedua dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, maka nelayan 
lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan 
merupakan bahan pokok. Selain itu sifat produk tersebut lebih mudah rusak dan harus 
segera dipasarkan, sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap pedagang. 
Ketiga, bahwa bidang perikanan membutuhkan investasi yang besar dan cenderung 
mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk 
pengadaan armada payang diperlukan investasi sekitar 50 juta, sekoci 65 juta, pakisan 90 
juta. Oleh sebab itu, sebagian nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan 
sederhana (misalnyajukung), ataupun hanya menjadi anak buah kapal (ABK). 
Dalam hubungan dengan pemilik kapal, nelayan terlibat dalam suatu pembagian 
hasil yang seringkali tidak menguntungkan nelayan. Mereka yang bekerja keras di !aut 
dengan penuh resiko hanya memperoleh bagian ang sangat kecil, sedangkan pemilik ang 
tinggal di darat mendapat bagian yang lebih besar. 
Keempat, kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, mialnya 
ditunjukan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam 
kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mat 
pencaharian yaitu menangkap ikan. Keluarga nelayan memiliki kebiasaan tidak 
mengikutsertakan perempuan dan anak-anak dalam penangkapan ikan. Demikian pula 
dalam kegiatan pemasaran maupun pengolahan hasillaut. 
4.3.2. Pertanian dan Peternakao 
Nelayan bukanlah satu-satnya pekerjaan I sumber pendapatan keluarga masyarakat 
di Dusun Sendang Biru. Sebagian dari merekajuga membudidayakan padi dan palawija di 
lahan tadah hujan. Dengan lahan yang sangat sempit (kurang dari 0.5 ha/KK), ditambah 
sulitnya memperoleh air, serta struktur tanah yang tidak subur karena terdiri atas campuran 
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cadas dan tanah kapur, tidak mudah bagi penduduk Sendang Biru untuk menghidupi 
keluarga mereka. Dengan kondisi sulit seperti ini sebagian penduduk bersama penduduk 
dari desa lainnya akhimya merambah hutan milik PT. Perhutani, dan hutan bakau 
(mangrove) di kawasan pantai. Kondisi demikian dapat menyebabkan ketidakseimbangan 
ekosistem yang dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri. 
Di bawah ini merupakan data tentang produksi pertanian dan populasi temak 
Dusun Sendang Biru : 
Tabel 4.2. Produksi pertanian penduduk Sendang Biru 
1. Padi 10 
2. Jagung 40 
3. Ketela pohon 60 
4. Kacang tanah 1.5 
5. Sayuran 1.3 
6. Buah-buahan 264.5 
7. Kelapa J 5 
8. Lain-lain 10 
Sumber : Data Lemlit Univ. Muhammadiyah Malang, 2001 
Tabel 4.3. Produksi temak penduduk Sendang Biru 
.·, No. 
. Jenins TerQa~ ., . fopulasi (ekor) . ,'.}~ 
.. 
' 
,.: ,.· ··: .... > . 
1. Sapi potong 70 
2. Babi 36 
3. Unggas 2170 
4. Lain-lain 40 
Sumber: Data Lemht Umv. Muhammad1yah Malang, 2001 
4.3.3. Perikanan 
Sumber daya pantai Sendang Biru (Malang Selatan) memiliki potensi laut meliputi 
jenis ikan dasar dan ikan pelagis. Beberapa jenis ikan yang dapat ditangkap di wilayah ini 
antarala lain laying, kembung, layur, tembang, tongkol, tuna, tenggiri, petek, dna lain-lain. 
Produksi ikan mengalami tluktuasi tergantung musim. Awal musim dimulai bulan Maret 
sampau Juni, puncak musim (produksi pada bulan Juli sampai Oktoer, dan akhir musim 
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pada bulan Nopember sampai Februari, dimana pada musim angina barat (Januari dan 
Februari) nelayan mengurangi bahkan berhenti beroperasi. 
Irama musim yang sulit ditebak serta pendapatan yang tidak menentu dari kegiatan 
menangkap ikan menyebabkan kehidupan nelayan tradisional umunya relative sama 
dengan kehidupan petani gurem. Akibatnya nelayan tidak mempunyai posisi tawar 
menawar yang cukup kuat dan kehidupan yang sangat rentan terhadap gejolak perubahan 
social yang terjadi di lingkungannya. 
Tabel di bawah ini merupakan prodksi ikan tahun 2000 penduduk Sendang Biru : 
Tabel 4.4. Produksi ikan tahun 2000 
No 
1. Januari 7.39 39.360 1180.799 
2. Februari 12.958 64.660 1939.796 
3. Maret 9.800 50.206 1506.198 
4. April 16.776 86.496 2594.898 
5. Mei 7.944 42.743 1282.299 
6. Juni 18.451 67.476 2124.298 
7. Juli 78.306 187.393 5621.758 
8. Agustus 214.340 386.836 11581.098 
9. September 52.134 137.973 4139.198 
l 0. Oktober 79.555 194.840 5845.196 
11. Nopember 21.475 66.666 1999.999 
12. Desember 1.967 10.000 300.000 
40.115.53'7 
. ~-.. "" JUMLAll 
Sumber: Data Leml1t Umv. Muhammadtyah Malang, 2001 
Jumlah keseluruhan armada yang menetap di Sendang Biru berjumlah 172 armada 
terdiri dari jukung 85 buah, peahu sekoci 44 buah, perahu paying 35 buah, dan sampan 
pakisan 8 buah (table 4.5.). Selain armada tersebut masih ada armada andon pada waktu 
musim puncak yang berasal dari daerah sekitar Muncar, Grajagan, (Banyuwangi), Puger 
(Jember), Prigi (Trenggalek). Jum1ah nelayan andon di Malang tahun 2000 menurut data 
Dinas Perikanan Jawa Timur sebanyak 84 orang yang datang pada musim ikan, dan kebali 
ke daerah asalnya pada musim paceklik. 
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Tabel 4.5. Jenis dan jumlah armada penangkap ikan di Sendang Biru 
No. o1enins Ternak " P()pula8i (ekor) . ' 
.; . .-.,; .. . . 
I. Sampan Pakisan 8 
2. Perahu Sekoci 44 
3. Perahu Payang 35 
4. Jukung 85 
Sumber : Data Lemltt Umv. Muhammad1yah Malang, 2001 
Modernisasi perikanan yang telah berlangsung selama ini di dua dasawarsa terakhir 
ini telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat nelayan. Proses 
perubahan social ekonomi tersebut tidak semua lapisan masyarakat nelayan dapat 
memanfaatkanya dengan sebak-baiknya untk meningkakan kesejahteraan kehidupan. 
Kelompok-kelompok masyarakat nelayan yang tidak memiliki akses ke pusat kekuasaan 
atau perkonomian harus menerima kenyatan terhadap berlangsungnya marjinalisasi sosial 
ekonomi terhadap keberadaannya. Akibat proses ini adalah kemiskinan dan kesenjangan 
sosial ekonomi yang harus dijalani oleh masyarakat nelayan. 
4.4. Data Sosial Budaya Sendang Biru 
4.4.1. Kependudukan 
Jumlah penduduk Sendang Biru menurut data monografi dusun sebanyak 2505 jiwa 
terdiri 1305 (52%) perempuan dan 1200 (48%) laki-laki, atau dengan sex ratio 0,92, 
sedangkan menurut data registrasi pendataan keluarga 2001 sebanyak 2421 j iwa terdiri 
laki-laki 1.237 (51%), dan perempuan 1.184 (49%), dengan sex ratio 1,05%. Perbedaan 
data ini disebabkan adanya perkembangan penduduk akibat perpindahan, kelahiran, dan 
kematian penduduk. Jumlah KK sebanyak 657, atau 3-4 jiwa I KK. Tingkat pertumbuhan 
penduduk tidak bia dihitung karena keterbatasan data yang tersedia baik kelahiran, 




Tabel4.6. Datajumlah penduduk Dusun Sendang Biru 
berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Monografi Registrasi 2001 · 
Laki-laki 1200 (48%) 1237 (51%) 
Perempuan 1305 (52%) 1184 (49) 
JUMLAB 2505 ,(100%) 2421 (100%), 
.. ·-·: .. 




Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan nag ditempuh merupakan salah 
satu indikator kemajuan suatu wilayah. Tingkat pendidikan nelayan dan keluarganya pada 
umumnya rendah. Keadaan demikian juga dijumpai pada nelayan Dusun Sendang Biru. 
Dari jumlah penduduk 2.421 orang, hanya 16 orang (1 %) saja yang berhasil lui us sampai 
tingkat PT, edangkan sebagian besar lainya berpendidikan sampai SO 1571 (65%), SMP 
(12%), dan SMA 128 (5%), dan belum atau tidak sekolah 410 (17%) (tabe14.7). 
Tabel4.7. Data Tingkat Pendidikan Penduduk 
·~o •. · ·· ' :, .. .'.: ~~~4·~~~~··',' ·i;\:';:;·.•'.J/''·~'·>,·;_,. 
1 
. , Jum!ab':·.: : :;· .. 
I. Tidak Sekolah 410 (17%) 
2 so 1571 (65%) 
3. SMP 296 (12%) 
4. PT 16 (1 %) 
Sumber : 1-lasil Anal isis Lemlit UMM (2001) 
Tingkat pendidikan nelayan di dusun ini pada umumnya adalah tamat SO atau tidak 
sekolah. Sementara itu, anak-anak nelayan rata-rata setingkat SO dan hanya sedikit yang 
berpendidikan setingkat SMP. Kondisi demkian mempersulit mereka memperoleh dalam 
memilih alternatif pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani 
maupun nelayan. lronisnya, penduduk yang berpendidikan cukup tinggi justru pergi ke luar 
daerah. Mereka berpendapat bahwa kehidupan yang lebih baik tidak akan diperoleh di 
kampung halaman mereka. Kota-kota seperti Malang, Surabaya, Jakarta, bahkan ke luar 
negeri sebagai TKJ menjadi tempat untuk mengadu nasib. Hal ini tidak terlepas dari sarana 
dan prasarana yang tersedia di dusun ini. 
Biru 







TK / TPA 
so 
SMP 
Tabel 4.8. Fasilitas Pendidikan 
Siswa ·. /•. 'Gilru · 1; · 'Siswa · ···· Gur11 
' ' ; '· .. 
150 9 
250 7 190 10 
60 7 
Sumber : Hasil Analisis Lemlit UMM (2001) 
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Seperti dikemukakan Soedjito (1987), tingkat pendidikan yang renah merupakan 
salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan masyarakat di pedesaan. Kasus Dusun 
Sendang Biru menunjukkan bahwa banyak kendala utamanya terletak pada terbatasnya 
dana masyarakat, akibat kemiskinan, dan tenaga kerja, terrnasuk anak-anak usia sekolah 
lebih banyak dicurahkan pada kegiatan ekonomi produktif. Keadaan ini menjadikan anak-
anak di desa merasa sulit untuk mencari waktu untuk bersekolah dan belajar. Sementara 
itu, waktu dan tenaga mereka umumnya telah habis digunakan untuk mencari nafkah. 
Melihat dari tingkat pendidikan dan karakteristik masyarakat nelayan, diperlukan 
pendidikan atau pelatihan tambahan yang bersifat meningkatkan keterampilan nelayan 
seperti pelatihan keterampilan ABK dalam hal penangkapan dan perawatan peralatan dan 
perrnesinan kapal, pengolahan ikan, dan sebagainya. 
4.4.3. Pariwisata 
Di Dusun Sendang Biru terdapat sarana pariwisata yang berupa wisata alam 
(pantai), wisata bahari, wisata budaya. Lokasi wisata pantai seluas 2.5 ha dikelola oleh PT. 
Perhutani Malang dengan pemgunjung antara 10-25 orang pada hari biasa dan 200-500 
orang pada hari libur. Terdapat pula 8 unit armada kapal wisata yang melayani pelayaan di 
sekitar Pulau Sempu dengan tarif 40-50 ribu tergantung rute yang dikehendaki 
pengunjung. Selain itu setiap tangal 27 September terdapat wisata budaya berupa Upacara 
Petik Laut yang merupakan perwujudan rasa syukur nelayan kepada Tuhan YME atas 
karunia yang dilimpahkan kepada nelayan. Kegiatan wisata lain yang dapat dilakukan 
adalah pemancingan, perkemahan dan penjelajahan hutan sekitar Kawasan Cagar Alam 
Pulau Sempu. 
Tabel 4.9. Sarana Pariwisata di Dusun Sendang Biru 
;No~ · .·>•· .. .· .', Pariwisata , .. , . '· I ···· J umla.li.> ' •,,,. '·' ( 
,., .... ' 
" 
.. · 
1. Pantai I ha 
2 Perahu Wisata 8 armada 
3. Petik Laut Tanggal 27 September 
Sumber : Hasil Ana li s1s Leml1t UMM (2001 ) 
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BAB V 
ANALISA DAN PEMBAHASAN DATA 
BABV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN DATA 
5.1 Pengumpulan Data 
Data primer yang terkumpul nerupakan data kuisioner sebanyak 50 lembar yang 
disebar kepada orang-orang yang dianggap berkompeten untuk mengisi kuisioner tersebut. 
Adapun 50 orang tersebut meliputi : 
• 2 kuisioner untuk Bappedalda Kab. Malang 
• 2 kuisioner untuk Dinas Kehutanan Kab. Malang 
• 2 kuisioner untuk Dinas Pariwisata Kab. Malang 
• 2 kuisioner untuk DinasKelautan dan Perikanan Kab. Malang 
• 3 kuisioner untuk Bappekab Malang 
• 2 kuisioner untuk staffBalai Konservasi Hutan dan Laut 
• 6 kuisioner untuk tokoh masyarakat 
• I kuisioner untuk satff PPI Sendang Biru 
• I 0 kuisioner untuk penduduk yang bergerak di sektor nelayan 
• 10 kuisioner untuk penduduk yang bergerak di sektor wisata 
• I 0 kuisioner untuk penduduk yang bergerak di sektor tani I hutan 
Setelah kuisioner selesai disebarkan, maka dilakukan analisa data primer dengan 
menggunakan software Expert Choice. 
5.1.1 Pengolahan Data dengan Software Expert Choice 
Pada tahap ini , akan dibentuk suatu hierarki sebagai dasar untuk pemecahan 
masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Pada langkah awal akan ditentukan goal yang 
ingin dicapai yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan 
Kabupaten Malang (Pantai Sendang Biru). Kemudian akan dilakukan breakdown I 
pemecahan agar tercapai goal. Dalam hal ini biasa disebut dengan kriteria-kriteria, sub 
kriteria, dan sub sub kriteria. Dan akhirnya dapat dirumuskan alternatifyang nantinya akan 
diprioritaskan yaitu Kebijakan Pengelolaan Wilayah Terpadu, Kebijakan Peningkatan 
Teknologi , Kebijakan Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kelembagaan, Kebijakan 
Pengelolaan Lingkungan. Secara lebih jelas terlihat pada gam bar 5.1. : 
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PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI SELATAN KAB. MALANG 
Masy Pemda Investor 
(0,333) ~ 
Pdapa1an. Lingk Sosial Fisik 


















Wilayah Teknlogi Man usia Lentbaga KlolLing 
-
Gam bar 5.1 Rancangan hierarki dalam software expert choice 
Dalam software Expert Choice hanya bisa memuat 8 karakter untuk satu 
pendefinisian kriteria, sehingga perlu dilakukan pengistilahan untuk kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkan, seperti terlihat pada tabel 5. 1. di bawah ini : 
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Tabel 5.1 Keterangan hierarki 
Hierarki 
Pcrencanaan dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kabupaten 
Malang (Pantai Sendang Biru) 
Peran Masyarakat 
Peran Pemerintah Daerah 
Peran Investor 
Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Pembangunan Sarana Fisik 
Sub Kriteria 1 Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 
Pemanfaatan Lahan Hutan 
Pemanfaatan Kawasan Wisata 
Kemudahan Dalam lnvestasi 
Sub Kriteria 2 Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Pelestarian Kawasan Hutan 
Pelestarian Sumber Daya Laut 
Sub Kriteria 3 Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Perbaikan SDM 
lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 
Sub Kriteria 4 Pembangunan Sarana Fisik 
Perbaikan Sarana PPI 
Pembangunan I Relokasi Kawasan Wisata 
... , I 
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Terpadu 
Kebijakan Peningkatan Teknologi 
Kebijakan Sumber Daya Manusia 
Kebijakan Kelembagaan 
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 
5.1.2 Pendefinisian goal, kriteria, subkriteria, dan sub-subkriteria 
























Pada penelitian ini, goal yang ingin dicapai adalah melakukan perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten Malang (Pantai Sendang Biru). Hal ini 
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didasari karena banyaknya potensi dari kawasan pantai selatan Kabupaten Malang yang 
dapat dikembangkan, seperi potensi perikanan, pertanian, dan pariwisata. Sehingga untuk 
pencapaian hal tersebut perlu diadakan prioritas kebijakan yang nantinya akan diterapkan 
disesuaikan dengan kondisi lapangan. 
5.1.2.2 Definisi Tingkat Kedua (Pelaku dalam Proses Perencanaan dan 
Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kab. Malang I Kriteria) 
+ Peran Masyarakat 
Peran masyarakat, sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, yang dimaksudkan 
adalah sejauh mana peran serta masyarakat dibutuhkan dalam perencaan dan 
pengambangan kawasan pantai Sendang Biru. Dalam artian seberapa penting masyarakat 
berperan untuk mensukseskan tujuan yang ingin dicapai. 
+ Peran Pemerintab Daerab 
Pemerintah daerah sebagai lembaga administratif negara mempunya1 peranan 
penting dalam pencapaian goal, dimana pemerintah daerah dapat merumuskan suatu 
kebijakan-kebijakan tertentu dalam rangka pencapaian goal (perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai Sendang Biru). Peran pemerintah daerah disini tentunya 
terkait dengan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam 
pengembangan kawasan pantai Sendang Biru. 
+ Peran Investor 
Investor sebagai pemilik modal akan melihat bagaimana keuntungan yang akan 
mereka dapatkan jika melakukan investasi di usaha tertentu. Oleh karena itu untuk 
mempercepat dan demi kelancaran tercapainya goal, investor perlu dilibatkan karena 
mereka dapat memberikan modal untuk pengembangan kawasan pantai Sendang Biru. 
Investor disini meliputi para pemilik modal yang diharapkan dapat berinvestasi baik di 
sektor perikanan, pertanina, dan pariwisata. Semakin banyak investor yang tertarik dengan 
potensi kawasan pantai Sendang Biru tentunya akan semakin mempercepat pengembangan 
kawasan pantai tersebut. Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah 
daerah dan masyarakat sekitar. 
5.1.2.3 Definisi Tingkat Ketiga (Kriteria dalam Proses Perencanaan dan 
Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kab. Malang I Sub Kriteria ) 
+ Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Sebagai salah satu tolak ukur dari keberhasilan pencapaian goal adalah bahwa 
nantinya kebijakan yang dipilih harus dapat meningkatkan pendapatan perkapita 
masyarakat di sekitar kawasan pantai selatan kabupaten Malang (Pantai Sendang Biru). 
Dengan adanya rencana pengembangan wilayah pantai diharapkan pendapatan per kapita 
masyarakat akan semakin meningkat pula. 
• Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Perbaikan lingkungan daerah kawasan pantai adalah akan dilakukannya suatu 
perbaikan lingkungan daerah kawasan pantai yang saat ini sangat memprihatinkan. 
Kerusakan hutan di sekitar pantai yang seharusnya potensial untuk pengembangan wisata 
pertanian sudah sedemikian parahnya. Kondisi yang diamati oleh peneliti sendri 
memperlihatkan tingkat kegundulan wilayah hutan yang angat memprihatinkan. 
Disamping itu kerusakan wisata laut yang meliputi wisata di daerah mangrove dan Pulau 
Sempu sendiri perlu lebih diperhatikan. 
+ Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Kebijakan yang nantinya akan dirumuskan dan diterapkan perlu 
mempertimbangkan bahwa harapannya ada suatu output realita yang dapat diberikan dan 
dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan peningkatan kehidupann sosial masyarakat. Hal 
ini sating terkait dengan pendapatan masyaakat itu sendiri. 
+ Pembangunan Sarana Fisik 
Pembangunan sarana fisik adalah dibangunnya infrastruktur baru demi 
memperlancar aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya dibangunnya sekolah, 
jalan, rumah sakit, sarana olahraga, dll. Sarana jalan sebagai penghubung antara kawasan 
pantai Sendang Biru dengan wilayah sekitar perlu mendapat prioritas. Disamping itu 
perbaikan fisik untuk Pelabuhan Pendaratan lkan ( PPI ) Sendang Biru juga harus 
di perhatikan. 
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5.1.2.4 Definisi Tingkat Keempat (Aspek dalam Proses Perencanaan dan 
Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kab. Malang I Sub-Sub Kriteria) 
a. Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
+Pemanfaatan Somber Daya Perikanan 
Pemanfaatan sumber daya perikanan semaksimal mungkin oleh para nelayan 
dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. 
+ Pemanfaatan Laban Hutan 
Lahan hutan yang demikina luas dapat dimanfaat sebagai sarana pengembangan 
sektor pertanian dan pada nantinya diharapkan dapat juga dikembangkan sebagai kawasan 
agrowisata. Lahan hutan ynag tersedia sekarang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum 
dimanfaatkan, karena kondisinya yang masih rusak. 
+ Pemanfaatan Kawasan Wisata 
Kawasan pantai Sendang Biru mempunym potensi wisata hutan, dan lut yang 
sangat potensial. Pantai Sendang Biru dengan !aut yang tenang karena di epannya terdapat 
Pulau Sempu, bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan, disamping Pulau Sempu itu 
sendiri yang didalamnya merupakan kawasan yang dilindungi. 
+ Kemudahan Dalam lnvestasi 
Dalam perencaan dan pengambangan suatu wilayah kita tentunya tidak dapat 
mengabaikan yang dinamakan investasi. Kemudahan dalam melakukan investasi bagi para 
investor tentunya sangat berperan. Apabila ada kemudahan birokrasi untuk berinvestasi, 
tentunya akan banyak investor yang akan amu menanamkan modalnya. 
b. Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
+ Pelestarian Kawasan Hutan 
Kawasan hutan di sekitar pantai Sendang Biru perlu lebih dihijaukan karena sudah 
sedemikan parahnya tingkat kegundulan hutannya. Perbaikan lingkungan merupakan hal 
yang perlu mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan untuk perencanaan dan 
pengambangan kawasan pantai Sendang Biru. 
+ Pelestarian Somber Daya Laut 
Pemanfaatan sumebr daya !aut tentunya tidak harus semena-mena. Harus tetap 
dijaga kelestariannya untuk kesinambungan ekosistem !aut itu sendiri. Untuk itu 
diperlukan semacam pembelajaran kepada para nelayan untuk tetap menjaga lingkungan 
!aut. 
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c. Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
+ Perbaikan SDM 
Dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai Sendang Biru perlu 
memperhaikan perbaikan sumber daya manusia dari masyarakat Sendang Biru itu sendiri 
yang rata-rata masih rendah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kehidupan sosial 
masyarakat iu sendiri. 
+ Interaksi Dengan Kawasan Sekitar 
lnteraksi masyarakat Sendang Biru dengan masyarakat lain di dukuh ataupun dusun 
lain juga harus menjadi perhatian dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan 
tersebut. Jangan sampai perencanaan dan pengembangan yang dicanangkan menjadikan 
interaksi dengan masyarakat lain menjadi terhambat dikarenakan adanya deskriminas, yang 
pada nantinya akan menghambat masyarakat Sendang Biru dalam kehidupan sosialnya 
dengan masyarakat lain di sekitar kawasan pantai Sendang Biru itu sendiri. 
d. Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
+ Perbaikan Sarana PPI 
Pelabuhan Pendaratan lkan ( PPI ) Sendang Biru merupakan satu-satunya PPI di 
wilayah Kabupaten Malang. Tentunya sebagai satu-satunya PPT diharapkan dapat 
menghasilkan sumber pendapatan bagi daerah. Dengan kondisi yang ada sekarang, keadan 
PPl itu sendiri sudah cukup memprihatinkan. Tidak adanya pabrik es disekitar lokasi 
menjadikan ikan hasil tangkapan nelayan tidak bisa disimpan terlalu lama. Sedangkan 
akses jalan menuju kawasan pantai Sendang Biru sangat tidak memadai. Hal ini sangat 
disayangkan dikarenakan merupakan PPI yang sangat potensial. 
+ Pembangunan I Relokasi Kawasan Wisata 
Tempat wisata di sekitar kawasan pantai Sendang Biru perlu diperbaiki. Termasuk 
perahu pengangkut wisatawan ke Pulau Sempu, penginapan, perbaikan wisata hutan, 
perbaikan daerah sekitar pantai, sumber air bersih, dll. 
5.1.2.5 Definisi Tingkat Kelima (Kehijakan dalam Proses Perencanaan dan 
Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kab. Malang I Alternatif) 
+ Kebijakan Pengelolaan Wilayah Terpadu 
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Terpadu meliputi kebijakan pembagian zona untuk 
sektor wisata laut, wisata hutan, perikanan, dan pertanian. Dengan adanya zona-zona 
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tersebut diharapkan dapat tercipta pembangunan pengembangan yang saling 
berkesinam bungan. 
+ Kebijakan Peningkatan Teknologi 
Kebijakan Peningkatan Teknologi yang diamksud adalah peningkatan teknologi 
dalam penangkapan ikan, pemanfaatan wisata mangrove, wisata hutan, dll. 
+ Kebijakan Somber Daya Man usia 
Kebijakan Sumber Daya Manusia adalah kebijakan peningkatan kualitas penduduk 
Sendang Biru itu sendiri. Tingkat pendidikan masyarakat yang sedemikian rendah 
diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan perbaikan sarana fisik sekolah, madrasah, 
sarana olah raga, dll . 
+ Kebijakan Kelembagaan 
Dari keluamya Kebijakan Kelembagaan, yang diharapkan adalah kejelasan dalam 
pengaturan dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang ada. Kondisi yang ada sekarang 
adalah perebutan wewenang pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (DKP). Hal ini tentunya akan menghambat proses 
pemgembangan kawasan pantai Sendang Biru. Sehingga sangat mendesak untuk 
diperlukan kebijakan kelembagaan sebagai pemegang wewenang perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai Sendang Biru. 
+ Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 
Lingkungan di kawasan pantai Sendang Biru perlu diperbaiki. Kondisi yang 
diamati oleh oeneliti adalah sangat memprihatinkan. Terlebih akan dicanangkannya 
Sendang Biru sebagai Water Front City oleh Pemkab Malang. Bagaimanapun, kebijakan 
pengolalaan lingkungan diperlukan untuk mengontrol proses pembangunan yang akan 
dilakukan. 
5.2 Perbitungan Pembobotan untuk Mencari Skala Prioritas 
5.2.1 Perhitungan Pembobotan 
Pada tahap ini akan dilakukan pembobotan dari masing-masing kriteria, sub 
kriteria, sub-sub kriteria, dan altematif. Tujuannya adalah dapat diperoleh hasil nilai 
prioritas kebijakan yang nantinya akan dipilih dan diterapkan untuk perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai kabupaten Malang (Pantai Sendang Biru). 
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5.2.1.1 Pembobotan Kriteria (Tingkat kedua yaitu Pelaku) 
Pada tingkat kedua dari hirarki yangada, merupakan para pelaku yang akan 
merencanakan dan melaksanakan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai 
selatan Kab. Malang (Sendang Biru). Para pelaku tersebut meliputi masyarakat, 
pemerintah daerah, dan investor. Ketiga pelaku ini merupakan para pelaku sentral dalam 
setiap perencanaan pembangunan dikarenakan keterlibatan ketiga pelaku inisaling 
terkaitdan tidak dapat diabaikan satu sama lain. Dari perhitungan yang ada, maka 
didapatkan skala prioritas untuk para pelaku yang berperan dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang. 
Tabel 5.2. Nilai Bobot Kriteria 
No Kritetia Bobot 
l Peran Masyarakat 0,136 
2 Peran Pemerintah Daerah 0,625 
3 Peran Investor 0,238 
Dari tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa pelaku yang dinilai paling berperan utama 
dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang adalah 
pemerintah daerah dengan skala prioritas 0.625 . Peran pelaku yang mendapat prioritas 
kedua adalah investor dengan skala prioritas 0.238. Peran ketiga diperlukan dari peran 
masyarakat dengan skala prioritas 0.136. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam grafik di 
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Grafik 5.1. Hasil Pembobotan Kriteria 
Dari grafik diatas terlihat bahwa yang mendapat pembobotan paling tinggi untuk 
skala prioritas peran pelaku dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai 
selatan Kab. Malang adalah pemerintah daerah, kemudian investor, dan terakhir 
masyarakat. 
5.2.1.2 Pembobotan Sub Kriteria 
Untuk tingkat ketiga merupakan aspek yang ditinjau dalam merencanakan dan 
melaksanakan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang 
(Sendang Biru). Aspek- aspek yang dianggap penting dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang merupakan aspek yang disimpulkan 
dari data yang didapat dan juga survei secara langsung di lapangan. Dari perhitungan yang 
ada, maka didapatkan skala prioritas aspek yang berperan dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang seperti terlihat dalam tabel 5.3 di 
bawah ini: 
Tabel 5.3. Nilai Bobot Sub Kriteria 
No Sub Kriteria Nilai Bobot 
1 Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 0,393 
2 Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 0,184 
3 Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 0,104 
4 Pembangunan Sarana Fisik 0,320 
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Dari tabel 5.3. diatas dapat dilihat bahwa aspek yang perlu mendapat prioritas 
utama dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang 
adalah peningkatan pendapatan masayarakat dengan nilai skala prioritas 0.393. Aspek yang 
perlu mendapat prioritas kedua adalah pembangunan sarana fisik di daerah pantai Sendang 
Biru dengan skala prioritas 0.320. Selanjutnya terdapat aspek perbaikan lingkungan daerah 
kawasan pantai dengan skala prioritas 0.184. Dilanjutkan aspek peningkatan kehidupan 
sosial masyarakat dengan nilai skala prioritas 0.1 04. Mengenai urut-urutan skala prioritas 
untuk aspek-aspek yang ada di tingkat ketiga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
grafik di bawah ini : 
Grafik Hasil Pembobotan Sub Kriteria 
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Jenis Sub Kriteria 
Grafik 5.2. Hasil Pembobotan Sub Kriteria 
Pembangunan 
Sarana Fisik 
Sedangkan tiga tabel di bawah ini yaitu tabel 5.4 hingga tabel 5.6 merupakan tabel 
hasil dari nilai pembobotan untuk peran masyarakat, pemerintah daerah dan investor untuk 
tiap-tiap sub krtieria. 
a. Kriteria Pertama Peran Masyarakat 
Tabel 5.4 Nilai Bobot Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran Masyarakat 
No SubKriteria Bobot 
I Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 0,063 
2 Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 0,021 
3 Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 0,012 
4 Pembangunan Sarana Fisik 0,040 
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b. Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah 
Tabel 5.5 Nilai Bobot Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah 
No SobKriteria Bobot 
1 Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 0,251 
2 Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 0,115 
3 Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 0,059 
4 Pembangunan Sarana Fisik 0,201 
c. Kriteria Ketiga Peran Investor 
Tabel 5.6 Nilai Bobot Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran Investor 
No SobKriteria Bobot 
1 Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 0,079 
2 Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 0,048 
3 Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 0,033 
4 Pembangunan Sarana Fisik 0,079 
5.2.1.3 Pembobotan Sub - Sub Kriteria 
a. Nilai Bobot Untuk Sub Kriteria Peningkatan Pendapatan Masyarakat 
Untuk tingkat keempat merupakan sub sub kriteria yang ditinjau dalam 
merencanakan dan melaksanakan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai 
selatan Kab. Malang (Sendang Biru). Dari perhitungan yang ada, maka didapatkan skala 
prioritas sub sub kriteria dari sub kriteria peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, 
yang berperan dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang seperti terlihat dalam tabel 5.7 di bawah ini : 
Tabel 5.7 Nilai Bobot Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyaraka 
No Sub Sub Kriteria Nilai Bobot 
1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 0,167 
2 Pemanfaatan Lahan Hutan 0,041 
3 Pemanfaatan Kawasan Wisata 0,071 
4 Kemudahan Dalam Investasi 0,114 
Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa sub sub kriteria yang perlu mendapat 
prioritas utama dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang adalah pemanfaatan sumber daya perikanan dengan nilai skala prioritas 0.167. Sub 
sub kriteria yang perlu mendapat prioritas kedua adalah kemudahan dalam investasi 
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dengan skala prioritas 0.114. Selanjutnya terdapat sub sub kriteria pemanfaatan kawasan 
wisata dengan skala prioritas 0.071 . Dilanjutkan kriteria pemanfaatn lahan hutan dengan 
nilai skala prioritas 0.041. Mengenai urut-urutan skala prioritas untuk sub sub kritria dari 
sub kriteria peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dalam grafik di bawah ini : 
Grafik Hasil Pembobotan Sub Sub Kriteria Untuk 
Sub Kriteria Peningkatan Pendapatan Per- Kapita 
Masyarakat 
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Jenis Sub Sub Kriteria 
Grafik 5.3 Hasil Pembobotan Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat 
b. Nilai Bobot Untuk Sub Kriteria Perbaikan Lingkungan Daerah Pantai 
Untuk kriteria perbaikan lingkungan daerah kawasan pantai dalam merencanakan 
dan melaksanakan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang (Sendang Biru), sub sub kriteria yang dianggap penting dalam proses perencanaan 
dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang merupakan sub kriteria yang 
disimpulkan dari survei secara langsung di lapangan. Dari perhitungan yang ada, maka 
didapatkan skala prioritas sub sub kriteria yang berperan dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang seperti terlihat dalam tabel 5.8 di 
bawah ini : 
Tabel 5.8 Nilai Bobot Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
No Sub Sub Kriteria Nilai Bobot 
1 Pelestarian Kawasan Hutan 0,059 
2 Pelestarian Sumber Daya Laut 0,124 
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Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa sub sub kriteria yang perlu mendapat 
prioritas utama dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang untuk sub kriteria perbaikan lingkungan daerah kawasan pantai adalah pelestarian 
kawasan hutan dengan nilai skala prioritas 0.059. Sub sub kriteria yang perlu mendapat 
prioritas kedua adalah pelestarian sumber daya laut dengan skala prioritas 0.124. Mengenai 
urut-urutan skala prioritas untuk sub kritria dari kriteria perbaikan lingkungan daerah 
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Grafik 5.4 Hasil Pembobotan Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Perbaikan Lingkungan Daerah Pantai 
c. Nilai Bobot Untuk Sub Kriteria Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Untuk sub kriteria peningkatan kehidupan sosial masyarakat dalam merencanakan 
dan melaksanakan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang (Sendang Biru), sub sub kriteria yang dianggap penting dalam proses perencanaan 
dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang merupakan perbaikan SDM, dan 
interaksi dengan kawasan sekitar. Dari perhitungan yang ada, maka didapatkan skala 
prioritas sub sub kriteria yang berperan dalam proses perencanaan dan pengembangan 
kawasan pantai selatan Kab. Malang seperti terlihat dalam tabel 5.9 di bawah ini : 
Tabel 5.9 Nilai Bobot Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
No Sub Sub Kriteria Nilai Bobot 
1 Perbaikan SDM 0,071 
2 lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 0,033 
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Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa sub sub kriteria yang perlu mendapat 
prioritas utama dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang untuk sub kriteria peningkatan kehidupan sosial masyarakat adalah perbaikan 
SDM dengan nilai skala prioritas 0.071. Sub kriteria yang perlu mendapat prioritas kedua 
adalah interaksi dengan kawasan sekitar dengan skala prioritas 0.033 .. Mengenai urut-
urutan skala prioritas untuk sub kritria dari kriteria perbaikan lingkungan daerah kawasan 
pantai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini : 
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Grafik 5.5. Hasil Pembobotan Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
d. Nilai Bobot Untuk Sub Kriteria Pembangunan Sarana Fisik 
Untuk sub kriteria pembangunan sarana fisik dalam merencanakan dan 
melaksanakan proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang 
(Sendang Biru), sub sub kriteria yang dianggap penting dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang perbaikan sarana PPI dan 
pembangunan I relokasi kawasan wisata. Dari perhitungan yang ada, maka didapatkan 
skala prioritas sub sub kriteria yang berperan dalam proses perencanaan dan 
pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang seperti terlihat dalam tabel 5.10 di 





Tabel 5.10 Nilai Bobot Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Pembangunan Sarana Fisik 
Sub Sub Kriteria Nilai Bobot 
Perbaikan Sarana PPl 0,254 
Pembangunan I Relokasi Kawasan Wisata 0,066 
Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa sub sub kriteria yang perlu mendapat 
prioritas utama dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang untuk sub kriteria pembangunan saran fisik adalah perbaikan sarana PPI dengan 
nilai skala prioritas 0.254. Sub sub kriteria yang perlu mendapat prioritas kedua adalah 
pembangunan I relokssi kawasan wisata dengan skala prioritas 0.066. Mengenai urut-
urutan skala prioritas untuk sub sub kritria dari kriteria perbaikan lingkungan daerah 
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Grafik 5.6. Hasil Pembobotan Sub Sub Kriteria Untuk Sub Kriteria 
Pembangunan Sarana Fisik 
Untuk tabel 5.11 sampai tabel 5.22 merupakan pembobotan untuk skala prioritas 
tiap sub sub kriteria dari hasil pem-breakdown-an dari tiap-tiap kriteria yaitu pelaku. 
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- Kriteria Pertama Peran Masyarakat 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Pertama Peningkatan 
Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Tabel 5.11 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran 
Masyarakat > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
No Sub. Sub Kriteria Bobot 
I Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 0,026 
2 Pemanfaatan Lahan Hutan 0,006 
3 Pemanfaatan Kawasan Wisata 0,011 
4 Kemudahan Dalam lnvestasi 0,020 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Kedua Perbaikan 
Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Tabel 5.12 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran 
Masyarakat > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
I Pelestarian Kawasan Hutan 0,005 
2 Pelestarian Sumber Daya Laut 0,016 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan 
Kehidupan Sosial Masyarakat 
Tabel 5.13 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran 
Masyarakat > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
I Perbaikan SDM 0,010 
2 lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 0,002 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Keempat Pembangunan 
Sarana Fisik 
Tabel 5.14 Nilai Bobot Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran 
Masyarakat > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
1 Perbaikan Sarana PPI 0,030 
2 Pembangunan I Relokasi Kawasan Wisata 0,010 
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- Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Pertama Peningkatan 
Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Tabel 5.15 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua Peran 
Pemda > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
N~ Sub .. Sttb Kriteria Bobot 
1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 0, 105 
2 Pemanfaatan Lahan Hutan 0,030 
3 Pemanfaatan Kawasan Wisata 0,048 
4 Kemudahan Dalam lnvestasi 0,068 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Kedua Perbaikan 
Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Tabel 5. 16 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua Peran 
Pemda > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
No Sub - Sub Kriteria Bobot 
1 Pelestarian Kawasan Hutan 0,038 
2 Pelestarian Sumber Daya Laut 0,076 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan 
Kehidupan Sosial Masyarakat 
Tabel 5.17 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua Peran 
Pemerintah Daerah >Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
1 Perbaikan SDM 0,039 
2 lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 0,020 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah >Sub Kriteria Keempat Pembangunan 
Sarana Fisik 
Tabel 5.18 Nilai Bobot Sub -Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua Peran 
Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
1 Perbaikan Sarana PPI 0,161 
2 Pembangunan I Relokasi Kawasan Wisata 0,040 
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- Kriteria Ketiga Peran Investor 
• Kriteria Ketiga Peran Investor> Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan 
Per-Kapita Masyaraka 
Tabel 5.19 Nilai Bobot Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran 
Investor > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
I Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 0,036 
2 Pemanfaatan Lahan Hutan 0,005 
3 Pemanfaatan Kawasan Wisata 0,012 
4 Kemudahan Dalam Investasi 0,026 
• Kriteria Ketiga Peran Investor > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan 
Daerah Kawasan Pantai 
Tabel 5.20 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran 
Investor > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
No Sub - Sub Kriteria Bobot 
1 Pelestarian Kawasan Hutan 0,016 
2 Pelestarian Sumber Daya Laut 0,032 
• Kriteria Ketiga Peran Investor > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan 
Sosial Masyarakat 
Tabel 5.21 Nilai Bobot Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran 
Investor > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
No Sub - Sub Kriteria Bobot 
1 Perbaikan SDM 0,022 
2 Jnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 0,011 
• Kriteria Ketiga Peran Investor > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana 
Fisik 
Tabel 5.22 Nilai Bobot Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran 
Investor > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
1 Perbaikan Sarana PPI 0,063 
2 Pembangunan I Relokasi Kawasan Wisata 0,016 
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5.2.1.4 Pembobotan Alternatif 
Pengolahan data yang terakhir adalah mencari nilai pebobotan untuk tongkat 
kelima yaitu alternatif atau kebijakan yang seharusnya diambil oleh stakeholder dalam 
proses perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang. Dari data 
yang diadapat dan setelah dilakukan perhitungan, maka kebijakan pengelolaan wikayah 
terpadu perlu mendapat prioritas utama. Seperti yang terlihat pada tabel 5.23 di bawah, 
maka skala prioritas untuk kebijakan pengelolaa wilayah terpadu mendapat nilai 0.397. 
Disusul kemudian oleh kebijakan peningkatan teknologi dengan nilai pembobotan sebesar 
0.240. Sedangkan kebijakan sumber daya manusia mendapat prioritas ketiga dengan nilai 
0.170, dilanjutkan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dengan nilai sebesar 0.121. 
Kebijakan kelembagaan menduduki peringkat terakhirdalam skala prioritas dengan nilai 
pembobotan 0.072. 
Tabel 5.23 Hasil Akhir Pembobotan Alternatif 
No Sub- Sub Kriteria Bobot 
1 Kebijakan Pengelolaan Wilayah Terpadu 0,397 
2 Kebijakan Peningkatan Teknologi 0,240 
3 Kebijakan Sumber Daya Manusia 0,170 
4 Kebijakan Kelembagaan 0,072 
5 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 0,121 
Untuk lebih jelas mengenai urutan prioritas kebijakan yang harus diambil 
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Grafik 5.7 Grafik Hasil Pembobotan Alternatif 
5.2.2 Analisa Sensitivitas 
Analisa Sensitivitas mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana perubahan yang 
akan terjadi jika suatu kriteria terntentu akan dilakukan perubahan nilai prioritas terhadap 
nilai prioritas kriteria lainnya dan nilai prioritas alternatif. Dengan melakukan analisa 
sensitivitas, maka kita dapat mengetahui kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan 
datang sehingga dapat diantisipasi secara lebih dini. Pada penelitian ini akan dilakukan 
kenaikan nilai masing - masing kriteria sebesar 10 %. 
Tabel 5.24 Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 
Sebelum Dilakukan Analisa Sensitivitas 
Kriteria Bobot Alternatif 
Peran Kebijakan Pengelolaan Wilayah 
Masyarakat 0,136 Terpadu 
Peran Pemerintah 
Daerah 0,625 Kebijakan Peningkatan Teknologi 
Peran Investor 0,238 Kebijakan Sumber Daya Manusia 
Kebijakan Kelembagaan 













Gambar 5.2. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 
Sebelum Dilakukan Analisa Sensitivitas 
5.2.2.1 Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Masyarakat 
Apabila dilakukan perubahan nilai pembobotan kriteria masyarakat sebesar 10%, 
maka terjadi perubahan nilai pada alternatif kebijakan yang akan diambil. Perubahan 
tersebut terjadi pada kebijakan peningkatan teknologi yaitu naik sebesar 0.001, dari 0.240 
menjadi 0.241. Perubahan juga terjadi pada kebijakan kelembagaan, yaitu turun menjadi 
0.00 I, dari 0.072 menjadi 0.071. Kebijakan pengelolaan lingkungan juga mengalami 
penurunan sebesar 0.002, dari 0.121 menjadi 0.119. Namun secara umum tidak 
mempengaruhi urutan dari prioritas kebijakan yang seharusnya diambil. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.25 berikut: 
Tabel 5.25. Hasil Pembobotan Kriteria dan Altematif 
Setelah Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Masyarakat 
Kriteria Bobot Altematif Bobot 
Peran Kebijakan Pengelolaan Wilayah 
Masyarakat 0,236 Terpadu 0,397 
Peran Pemerintah 
Daerah 0,553 Kebijakan Peningkatan Teknologi 0,241 
Peran Investor 0,211 Kebijakan Sumber Daya Manusia 0,170 
Kebijakan Kelembagaan 0,071 
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Gambar 5.3 . Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 
Setelah Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Masyarakat 
5.2.2.2 Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Pemerintah Daerah 
Selanjutnya apabila dilakukan perubahan nilai pembobotan kriteria pemerintah 
daerah sebesar 10%, maka terjadi perubahan nilai pada alternatif kebijakan yang akan 
diambil. Perubahan tersebut terjadi pada kebijakan sumber daya manusia yaitu turun 
sebesar 0.00 I , dari 0.170 menjadi 0.169. Perubahan juga terjadi pada kebijakan 
pengelolaan lingkungan, yaitu naik menjadi 0.001 , dari 0.120 menjadi 0.121. Sarna seperti 
analisa sensitivita untuk kriteria masyarakat, secara umum perubahan nilai skala prioritas 
untuk pemerintah daerah sebesar 10%, tidak mempengaruhi urutan dari prioritas kebijakan 
yang seharusnya diambil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.26 berikut: 
Tabel 5.26. Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 
Setelah Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Pemerintah Daerah 
Kriteria Bobot Altematif Bobot 
Peran Kebijakan Pengelolaan Wilayah 
Masyarakat 0,100 Terpadu 0,397 
Peran Pemerintah 
Daerah 0,725 Kebijakan Peningkatan Teknologi 0,240 
Peran Investor 0,175 Kebijakan Sumber Daya Man usia 0,169 
Kebijakan Kelembagaan 0,072 
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Gambar 5.4. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 
Setelah Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Pemerintah Daerah 
5.2.2.3. Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Investor 
Jika dilakukan perubahan nilai pembobotan kriteria investor sebesar 10%, maka 
juga akan terjadi perubahan nilai pembobotan pada alternatif kebijakan yang akan diambil. 
Perubahan tersebut terjadi pada kebijakan peningkatan teknologi yaitu turun sebesar 0.00 I, 
dari 0.240 menjadi 0.239. Perubahan juga terjadi pada kebijakan sumber daya manusia, 
yaitu naik sebesar 0.001 , dari 0.070 menjadi 0.071. Kebijakan kelembagaan juga 
mengalami penurunan sebesar 0.001 , dari 0.071 menjadi 0.072. Namun secara urn urn tidak 
mempengaruhi urutan dari prioritas kebijakan yang seharusnya diambil. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.27. berikut : 
Tabel 5.27 Hasil Pembobotan Kriteria dan Altematif 
Setelah Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Investor 
Kriteria Bobot Alternatif Bobot 
Peran Kebijakan Pengelolaan Wilayah 
Masyarakat 0,118 Terpadu 0,397 
Peran Pemerintah 
Daerah 0,544 Kebijakan Peningkatan Teknologi 0,239 
Peran Investor 0,338 Kebijakan Sumber Daya Man usia 0, 171 
Kebijakan Kelembagaan 0,071 
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 0,121 
72 
Gam bar 5.5. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 
Setelah Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Investor 
5.3. Analisa Data 
Dari data yang diperoleh dan berdasarkan survey lapangan yang telah dilakukan, 
dapat dikatakan bahwa pantai Sendang Biru memang potensial untuk di jadikan sebagai 
kawasan dengan tiga zona pembagian wilayah, yaitu zona perikanan, zona wisata, dan 
zona kehutanan I perkebunan. 
Untuk perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang, 
menurut para responden, prioritas kebijakan yang harus diambil adalah kebijakan 
Pengelolaan Wilayah Terpadu dengan bobot nilai 0.397 (tabel 5.23). Kebijakan ini harus 
didasarkan pada usaha utama untuk peningkatan kehidupan perkapita masyarat 
dengan bobot nilai sebesar 0.393. Dilanjutkan usaha pembangunan sarana fisik dengan 
bobot nilai sebesar 0.320. Perbaikan Iingkungan daerah kawasan pantai dan peningkatan 
kehidupan social masyarakatjuga tidak dapat diabaikan dengan nilai bobot masing-masing 
sebesar 0.184 dan 0.1 04. 
Dalam usaha peningkatan kehidupan per-kapita masyarakat, banyak hal yang bias 
dilakukan. Namun prioritas utama yang harus dilakukan adalah pemanfaatan sumber daya 
perikanan dengan bobot nilai 0.167 (tabel 5.7). Selain pemanfaatan sumberdaya perikanan, 
perlu juga dilakukan kemudahan dalam investasi bagi para investor dengan bobot nilai 
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0.114. Pemanfaatan lahan hutan dan pemanfaatan kawasan wisata menjadi aktematif 
berikutnya dengan bobot nilai 0.041 dan 0.071. 
Pada pembangunan prasarana fisik hal yang perlu mendapat prioritas pertama 
adalah perbaikan sarana PPJ dengan nilai 0.254 dan pembangunan I relokasi kawasan 
wisata dengan bobot nilai 0.066 (tabel5.10). 
Kriteria yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah kriteria perbaikan 
lingkungan daerah pantai dengan kegiatan pelestarian kawasan hutan dengan bobot nilai 
0.059 dan pelestarian sumberdaya taut dengan bobot nilai sebesar 0.124 (tabel 5.8). 
Untuk kriteria peningkatan kehidupan sosial masyarakat, hal yang perlu 
diperhatikan adalah perbaikan SDM dengan bobot nilai 0.071 dan interaksi dengan 
kawasan sekitar dengan bobot nilai 0.033 (tabel 5.9). 
Dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang, 
pelakuyang seharusnya terlibat secara aktif dan paling utama adalah pemerintah daerah 
dengan bobot nilai 0.625. Peran pemerintah daerah ini didukung oleh peran investor 
sebagai pemilik modal dengan bobot nilai sebesar 0.238. Masyarakat sebagai objek 
pembangunan juga harus dilibatkan dengan bobot nilai 0.136 ( tabel 5.2). 
5.4. Pembahasan Data 
Hasil analisa AHP untuk perencanaan dan pengembangan dengan melihat hasil 
penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai responden utama, 
memberikan penilaian bahwa kebijakan pengelolaan wilayah terpadu merupakan kebijakan 
yang mendapat prioritas utama untuk diambil oleh para stake holder yang berwenang. 
Kebijakan pengelolaan wilayah terpadu memang diperlukan 
di kawasan pantai Sendang Biru karena kawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga 
pembagian wilayah I zona. 
Zona pertama adalah zona perikanan, dimana di dalam zona ini terdapat Pelabuhan 
Pendaratan lkan (PPJ) Sendang Biru. PPl tersebut sangat potensial karena satu-satunya PPI 
yang ada di Kab. Malang. Hanya karena kurang sarana dan prasarana penunjang saja yang 
menjadikan PPI tersebut tidak bisa berkembang. 
Zona kedua adalah zona wisata. Zona wisata ini terdapat persisi di depan P. Sempu. 
P. Sempu merupakan pulau kecil yang didalamnya terdapat habitat-habitat yang dilindungi. 
Ombak yang datang dari taut selatan ditahan secara langsung oleh P. Sempu. Jadi secara 
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tidak langsung P. Sempu merupakan pelindung pantai alami. Sehingga ombak yang tenang 
di depan pantai Sendang Biru sisi Timur dapat dijadikan tempat wisata pantai. Selain itu P. 
Sempu itu sendiri merupakan pulau wisata. 
Zona ketiga adalah zona hutan I perkebunan. Zona ini terdapat sebelum kita 
memasuki areal wisata Sendang Biru. Kawasan hutan yang ada sudah sangat gundul. Bila 
ini diperhatikan dengan cara reboisasi ulang, maka akan dapat dijadikan sebagai tempat 
wisata hutan dan perkebunan yang pada nantinya bisa juga dikembangkan menjadi 
semacam agrowisata seperti halnya kawasan utara Malang. 
Kebijakan pengelolaan wilayah terpadu tentunya harus mendapat dukungan positif 
dari pemerintah daerah, karena hanya perintah daerahlah yang dapat mengeluarkan 
kebijakan tersebut. Semua potensi yang ada harus dikerahkan untuk pengembangan 
kawasan pesisir selatan Malang, karena pada hahekatnya pembangunan adalah proses 
untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau selama ini pembangunan hanya difokuskan ke 
wilayah darat, sudah saatnya pembangunan di arahkan ke wilayah pesisir, karena tingkat 
kesejahteraan di wilayah pesisir cenderung lebih rendah, seperti halnya masyarakat 
Sendang Biru. Sehingga diharapkan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang 
ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sendang Biru melalui pembangunan 
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Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy 
Process, maka dapat diambil disimpulkan, yaitu : 
1. Kawasan pantai selatan Kab. Malang merupakan kawasan yang sangat potensial 
untuk dikembangkan. Dengan adanya tiga potensi utama yaitu perikanan, 
pariwisata, dan kehutanan I perkebunan. Terdapat banyak potensi pendukung yang 
bisa dimanfaatkan seccara maksimal untuk pengembangan kawasan ini agar 
tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 
2. Berdasarkan hasil perhitungan data kuisioner, maka prioritas kebijakan utama yang 
harus diambil dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. 
Malang khususnya pantai Sendang Biru adalah kebijakan pengelolaan wilayah 
terpadu dengan nilai bobot skala prioritas 0.397. Kebijakan ini mutlak diperlukan 
mengingat di kawasan Sendang Biru ada tiga wilayah yang potensial untuk 
dikembangkan. 
6.2. Saran 
Dari hasil analisa dan penelitan secara langsung di lapangan, dapat disarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
I. Perlu adanya perbaikan saran dan prasaran untuk membuka dan mengembangkan 
kawasan Sendang Biru yang akan dikembangkan. 
2. Pemerintah daerah agar benar-benar serius untuk mewujudkan Sendang Biru 
menjadi Water Front City (Kota Nelayan) demi terciptanya kesejahteraan 
masyarakat yang adil dan merata. 
3. Agar ada penelitian sesudah ini untuk lebih memperjelas pengembangan yang akan 
dilakukan dcngan penambahan hirarki pada struktur yang telah ada.yang tentunya 
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: (1) Tidak Sekolah 
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(5) Tamat SLTA 
(7) Sarjana 
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(2) Perempuan 




* Lingkari atau silang yang sesuai dengan anda 
Untuk selanjutnya, silahkan anda mengisi lembar kuisioner yang terdapat 
pada lembar selanjutnya. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 
Contob Pertanyaan dan Jawaban : 
Untuk mengatasi permasalahan di daerah sekitar Bapak/Ibu, manakah yang lebih penting antara bidang 
A dan bidang B. (Berikan skor nilai anda dalam tabel di bawah ini). 
A 0 B 
9 I 8 I 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 
San gat Sarna Sangat 
Penting Penting Penting 
Sekali Sekali 
Keterangan untuk Jawaban : 
Jika Bapak!Ibu memilih Bidang B dengan skor 5, maka arti jawaban pertanyaan tersebut yaitu bidang B 
lebih penting secara esensiall strong importance daripada bidang A. 
1 berarti sama penting 
3 berarti lebih penting 
5 berarti cukup penting 
7 berarti sangat penting 
9 berarti sangat penting sekali 
skor 2, 4, 6, 8 berarti nilai antara dua penilaian yang mendekati 
PERTANYAAN 1 
Pertanyaa mengenai Pelaku dalam perenunaan daD pengembangan 
kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama Pantai Sendang Biru 
I 
•!• Untuk merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang, 
khususnya di Pantai Sendang Biru, Pelakll manakah yang menurut Bapakllbu yang lebih 
penting: 
Pelaku Skor Pelaku 
Masyarakat 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemda 
Masyarakat 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Investor 
Investor 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Pernda 
Masyarakat adalah masyarakat umum kecuali aparatur pemerintahan, baik itu aparatur pusat ataupun 
daerah yang berwenang. Masyarakt umum tersebut tennasuk tokoh-tokoh 
masyarakat, pemuka agama, ataupun para cendekiawan, dan masyarakat biasa I 
awam. 
Pemda adalah aparatur Pemerintah Daerah I Pusat I Dinas-dinas yang terkait dengan proses 
perencanaan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kab. Malang. 
Investor adalah pihak penanam modal yang terlibat dalam proses perencanan dan pengembangan 
kawasan pantai selatan Kab. Malang seperti investor pabrik es untuk pengawetan 
ikan, investor pariwisata, dll. 
PERTANYAAN 2 
Pertanyan mengenai ~ dalam perencanaan dan pengembangan 
kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama Pantai Sendang Biro 
·:· Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan keterlibatan Masyarakat, menurut Bapak/Ibu aspek manakah 
yang lebih penting : 
Aspek Skor Aspek 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Perbaikan Lingk. 
Kawasan Pantai 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningk. Kehidupan 
Soial Masy. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembang. Prasaran 
Masy Fisik 
Perbaikan Lingk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningk. Kehidupan 
Kawasan Pantai SoialMasy. 
Perbaikan Lingk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembang. Prasarana 
Fisik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembang. Prasarana 
Fisik 
(• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan keterlibatan Pemda, menurut Bapakllbu aspek manakah yang 
lebih penting : 
Skor Aspek 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perbaikan Lingk. 
Kawasan Pantai 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningk. Kehidupan 
Soial Masy. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembang. Prasaran 
Fisik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningk. Kehidupan 
SoialMasy. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembang. Prasarana 
Fisik 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembang. Prasarana 
Fisik 
•:• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan keterlibatan Investor. menurut Bapakllbu aspek manakah yang 









9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
9876543 2123456789 
9 8 7 6 5 4 3 2 23 4 5 678 9 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PERTANYAAN 3 
Pertanyan mengenai Kriteria dalam perencanaan dan pengembangan 














•:• Dalam merencanakan dan mengembangk:an kawasan pantai selatan Kab. Malang Selatan 
terutama Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan aspek Ekono,;, menurut Bapak!Ibu 
kriteria manakah yang lebih penting : 
Kriteria Skor Kriteria 
Pemanf Sumber Daya 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemanf Laban 
Perikanan Rutan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemanf.Kawasan 
Wisata 
Pemanf Sumber Daya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemudahan 
Perikanan 
Pemanf Lahan Hutan 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wisata 
Pemanf Lahan Hutan 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemudahan 
dalam Investasi 
Pemanf. Kawasan Wisata 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemudahan 
dalam Investasi 
•!• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biro dengan pertimbangan aspek Lingkungan, menurut Bapak!Ibu krlteria 
manakah yang lebih penting : 
Kriteria Skor Kriteria 
Pelesuuian kawasan hutan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelestarian 
Laut 
•!• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan aspek Sosial, menurut Bapak!Ibu kriterUl manakah 
yang lebih penting : 
Kriteria Skor Kriteria 
SD 
Perbaikan SDM 9 9 Interaksi dengan kawasan 
sekitar 
•!• Dalam merencanakan dan mengernbangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biro dengan pertimbangan aspek Frsik. menurut Bapak!Ibu kriteria manakah 
yang lebih penting : 
Kriteria Skor Kriteria 
Perbaikan Sarana 9 8 7 6 5 4 3 2 
PPI 
2 3 4 5 6 7 8 9 Pembangunan I Relokasi 
Tempat Wisata 
PERT ANY AAN 4 
Pertanyan mengenai Kebija/can dalam perencanaan dan pengembangan 
kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama Pantai Sendang Biru 
•) Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Pemanf. Sumber Daya Perikanan 
menurut Bapak!Ibu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingle. 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
•:• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Pemtlnfaatan Lahan Hu.tan menurut 
Bapakllbu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakao 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk:. 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
•!• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria PeiiUln/aatan Kawasan Wrsata menurut 
Bapakllbu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk:. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningle. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingle. 
•!• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Kemudahan dalam lnvestasi menurut 
Bapakllbu kebijalcan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningle. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Penglolaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelernbagaan 
Terpadu 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelernbagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 
·:· Dalam merencanakan dan mengembanglean kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Pelestarian kawasan lultan menurut 
Bapakllbu kebijalcan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningle. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelernbagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingle. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
·:· Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Pelestarian Sumber Daya Laut menurut 
Bapak/Ibu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
•) Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Perbaikan SDM menurut Bapak/Ibu 
kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
•:• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria lnteraksi tkngan Kawasan Sekitar 
menurut Bapakllbu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Penglolaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
Terpadu 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
•:• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria Pnbaikan SlliYJIUl PPI menurut 
Bapakllbu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijak:an Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
•!• Dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pantai selatan Kab. Malang terutama 
Pantai Sendang Biru dengan pertimbangan kriteria PembQ.II.guMn I Relokasi Tempat W'tsata 
menurut Bapak/Ibu kebijakan manakah yang lebih penting : 
Skor Kebijakan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Peningk. Tekno. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Pengelo. Lingk. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan SDM 
Peningk. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan Kelembagaan 











: (1) Laki-laki 
: (1) Tidak Sekolah 
(3) TamatSD 
(5) Tamat SLTA 
(7) Sarjana 
: .. ... ... .. Tahun 
* Lingkari atau silang yang sesuai dengan anda 
(2) Perempuan 
(2) Tidak Tamat SD 
(4) Tamat SLTP 
(6) Diploma 
Untuk selanjutnya, silahkan anda mengisi lembar kuisioner yang terdapat 
pada lembar selanjutnya. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 
JUMLAH KUISIONER YANG DISEBAR 
10 KUISIONER UNTUK PENDUDUK YANG BERGERAK DI SEKTOR PERIKANAN I NELA Y AN 
10 KUISIONER UNTUK PENDUDUK YANG BERGERAK DI SEKTOR SWASTA 
10 KUISIONER UNTUK PENUDUDUK YANG BERGERAK DI SEKTOR TANI I KEBUN 
1 KUISIONER UNTUK STAFF PPI 
6 KUISIONER UNTK TOKOH MASY ARAKAT 
2 KUISIONER UNTUK STAFF BALAI KONSERVASI HUT AN DAN LAUT 
3 KUISIONER UNTUK BAPPEKAB MALANG 
2 KUISIONER UNTUK DIN AS KELAUT AN DAN PERIKANAN KAB. MALANG 
2 KUISIONER UNTK DINAS PARIWISATA KAB. MALANG 
2 KUISIONER UNTIJK DINAS KEHliTANAN KAB. MALANG 
2 KUISIONER UNTUK BAPPEDALDA KAB. MALANG 
TOTAL KUISIONER : 50 KUISIONER 
LAMPIRANB 
HASIL RUNNING EXPERT CHOICE 
HASIL RUNNING SOFW ARE EXPERT CHOICE 
1. Perhitungan Pembobotan 
B.l Kriteria 





















Gambar Hasil Pembobotan Kriteria 
Node:O 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GOAL 
1-EQUAL 3-MODERATE 5-STRONG 7-VERY STRONG 9-EXTREME 
-
1 Masy g 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 ~ 5 6 7 8 g Pemda 
2 Masy g 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 4 5 6 7 8 g Investor 
3 Pemda g 8 7 6 5 4 ~ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 g Investor 
.:.t-brt.l311·:·n [o&11n111•)n 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Masy Peran Masyarakat 
Pemda Peran Pemerintah Daerah 
Investor Peran Investor 
Masy .136 ........ .
Pemda ,625 ........................................ .. 
Investor ,238 .............. .. 
Inconsistency Ratio =0,02 
Gambar Hasil Pengolahan Kuisioner Kriteria dan Nilai Inconsistency Ratio 
B.2. Sub Kriteria 
B.2.1 Kriteria Pertama Peran Masyarakat 









'T LestHtn 'T SDM 
'T LestLaut 'T Intraksi 
'T Sarma 'T 
'T Relok.asi ' 
Gambar Hasil Pembobotan Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran Masyarakat 
Node: 10000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Masy <GOAL 
1-EQUAL 3-MODERATE 5-c-TRONG ?-VERY STRONG 9-EXTREME - ~ 
1 Pdapatan g 8 7 6 5 4 @ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 g Lingk 
2 Pdapatan g 8 7 5 5 ~ 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 g Sosial 
3 Pdapatan g 8 7 6 5 4 3 (6} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fisik 
4 Lingk 9 8 7 6 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
5 Lingk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 Fisik 
6 Sosial 9 8 7 5 5 4 3 2 1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 Fisik 
"-l"·blo ·•l·l110n ('i1111111on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI 
SELATAN KAB . MALANG 
Masy Peran Masyarakat 
Pdapatan Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Lingk Perbaikan Lingkungan Oaerah Kawasan Pantai 
Sosial Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Fisik Pembangunan Sarana Fisik 
Pdapatan ,462 ............................................ .. 
Lingk ,156 .............. .
Sosial ,088 .... .
Fisik ,294 ............................ .
In consistency Ratio =0 ,02 
Gambar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama Peran Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
B.2.2 Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah 







' LestHtn ' SDM 
' LestLaut ' bttraksi 
' Sarana. 
' Relokasi ' 
Gambar Hasil Pembobotan Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah 
Node : 20000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Perroda < GOAL 
1-EQUAL ~-MODERATE 5- S TRON G 7-VERY STRONG Q-EX TREME 
- - -
1 Pdapatan g 8 7 6 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 g Lingk 
2 Pdapatan g 8 7 6 5 4 Ql 2 1 2 3 4 5 6 7 8 g Sosial 
3 Pdapatan g 8 7 6 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fisik 
4 Lingk g 8 7 6 5 4 QJ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
5 Lingk g 8 7 6 5 4 3 2 1 2 ® 4 5 6 7 8 9 Fisik 
6 Sosi al g 8 7 6 5 4 3 2 1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 Fisik 
.:J.•t·r t •1~11.o.n £:<otlnl11on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI 
SELATAN KAB . MALANG 
Pemda Peran Pemerintah Daerah 
Pdapatan Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Lingk Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Sosial Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Fisik Pembangunan Sarana Fisik 
Pdapatan ,402 
Lingk .183 
Sosial ,0 9 4 
Fisik ,32 1 
In co nsisten cy Ratio =0 ,08 
Gambar Hasi l Pengolahan Kui sioner Sub Kriteria Untuk Kriteri a Kedua 
Peran Pemerintah Daerah dan N il ai Inconsistency Ratio 
B.2.3 KriteriaKetiga Peran Investor 







' LestHtn ' SDM 
LestLaut ' bttraksi 
' Sanna ' 
' Relokasi ' 
Gambar Hasil Pembobotan Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran Investor 
Node:30000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Investor< GOAL 
1-EQUAL 3-MODERATE 5-STRONG ?-VERY STRONG 9-EXTREME 
1 Pdapatan 9 8 7 5 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 5 7 8 9 Lingk 
2 Pdapatan g 8 7 5 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
3 Pdapatan 9 8 7 6 5 4 3 2 h!J 2 3 4 5 6 7 8 9 Fisik 
4 Lingk g 8 7 6 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 5 7 8 g Sosial 
5 Lingk g 8 7 5 5 4 3 2 1 (6} 3 4 5 5 7 8 9 Fisik 
5 Sosial 9 8 7 5 5 4 3 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 Fisik 
~l·L·r ~ .t311•:.n C.;11ni11C•Il 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI 
SELATAN KAB . MALANG 
Investor Peran Investor 
Pdapatan Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Lingk Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Sosial Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 





Inconsistency Ratio =0,02 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga Peran Investor 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
B.3. Sub- Sub Kriteria 
B.3.1. Kriteria Pertama Peran Masyarakat 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Pertama Peningkatan 





Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah 
Teknlogi Teknlogi Teknlogi Teknlogi 
l'l>lan.usia Man usia Man usia Man usia 
Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 
KlolLing KlolLing KlolLing KlolLing 
Gambar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Node : 11000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to : Pdapatan < Masy <GOAL 
1-EQUAL 3 MODERATE 5 STRONG 7 VERY STRONG 9 EX TREME - - - -
1 lkan 9 8 7 e 5 4 ~ 2 1 2 3 4 5 e 7 8 9 Hutan 
2 lkan 9 8 7 e 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 e 7 8 9 Wisata 
3 lkan 9 8 7 e 5 4 3 [6) 1 2 3 4 5 e 7 8 9 Invest 
4 Hutan 9 8 7 e 5 4 3 2 1 ~ 3 4 5 e 7 8 9 Wisata 
5 Hutan 9 8 7 e 5 4 3 2 1 2 3 2!) 5 6 7 8 9 Invest 
e \1'1/isata 9 8 7 6 5 4 3 2 1 fZI 3 4 5 6 7 8 9 Invest 
~ttn.b'l-~-n C:•tlnltlon 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEt.IBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
t.laSlf Peran Wasyarakat 
Pdapal.ion Peningkaun Pend.op..Un PeF-KOipita t.I"SlfOir~ 
lkan Peman1a.atan Sumber Day a Perikanan 
Hutan Pemanfaatan Lahan Hutan 
\Nis.ab Pemanfaatan Kawilsan WISJI~ 
ln¥est Kemudahan Datam tnvestasi 
lkan .41 2 ........................................ ... 
Hutan ,098-----Wisata ,180---------
Invest .3 10 ----------------
Inconsisten cy Ratio =0 ,04 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Kedua Perbaikan 













Gambar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Node: 12000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to : Lingk < Masy < GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
AJ;t-t • .1~11~n r'11n111on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Masy Peran Masyarakat 
Lingk Perbaikan Ungkungan Daerah Kawasan Pantai 
LestHtn Pelestarian Kawasan Hutan 
LestLaut Pelestarian Sumber Daya Laut 
LestHtn ,250------
LestLaut ,750•••••••••••••••••••• 
Inconsistency Ratio =0,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Pertama Peran Masyarakat > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan 















Gambar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Node: 13000 
Compare the relati\le IMPORTANCE with respect to: Sosial < Masy <GOAL 
·1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG Q=EXTREME 
.J~;t-r<. l~1k·n [!&11nl11on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Masy Peran Masyarakat 
Sosial Peningkatan Kehidupan Sosial llAasvarakat 
SDM Perbaikan SDM 
lntraksi lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 
SDM ,800·---------------· 
lntraksi ,200·---· 
Inconsistency Ratio =0,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 










Man usia Man usia 
Lembaga Lembaga 
KlolLing KlolLing 
Gam bar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
Node: 14000 
Compare the relative IMPORTANCE with respec.1 to: Fisik < Masy < GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
'llt-r;,.l~t·:·n [eftn111on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Masy Peran 1.4asyarakat 
Fisik Pembangunan Sarana Fisik 
Saran a Perbaikan Sarana PPI 
Relokasi Pembangunan/ Relokasi Temp at Wisata 
Sarana .750•••••••••••••••••••• 
Relokasi .250••••••• 
Inconsistency Ratio =0.0 
Gam bar l-lasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Pertama 
Peran Masyarakat > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
B.3.2. Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Pertama 





L~k Sosw -~ FJSik 
Wilayah Wilayah 
Teknlogi Teknlogi Teknlogi Teknlogi 
Manusia fl..lanusia Man usia Manusia 
Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 
KlolLing KlolLing KlolLing KlolLing 
Gam bar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Node : 21000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Pdapatan < Pemda < GOAL 
1-EQUAL 3-MODERATE 5-STRONG 7 VERY STRONG 9-EXTREME = 
1 lkan 9 8 7 6 5 4 ~ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hutan 
2 lkan 9 8 7 6 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wisata 
3 lkan 9 8 7 6 5 4 3 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Invest 
4 Hutan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 Wisata 
5 Hutan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 Invest 
6 Wisata 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 Invest 
.:Z...f:·U.I-1•·.·0 c~,nl•on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEiuiBANGAN KAWASAN PANTAI 
SELATAN KAB . MALANG 
Pemda Peran Pemerintah Daerah 
Pdapat.an Peningkatan Pendapatan PeF-Kapit.a M.asvar.ak.at 
lkan Pemanfaatan Sumber Day.a Perikanan 
Hutan Pemanfaatan L.ahan Hutan 
Wisata Pemanfaatan Kawasan Wisata 
Invest Kemudah.an Dalam Jnvestasi 
lkan .418·--------------------· 
Hutan ,120------Wisata ,191 _________ _ 
Invest ,271 --------------
Inconsistency Ratio =0.03 
Gambar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Kedua Perbaikan 

















Gambar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Node:22000 
Comp are the relative IMPORTANCE with respect to : Lingk < Pemda < GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
:J:-1:..-< .ta11-:·n [o&11nl11on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELA TAN KAB. MALAN<> 
Pemda Peran Pemerintah Daerah 
Lingk Perbailcan Ungkungan Daerah Kawasan Pantai 
LestHtn Pelestarian Kawasan Hutan 
Lestlaut Pelestarian Sumber Day a Laut 
LestHtn ,333 ••••••••• 
Lestlaut ,567•••••••••••••••••••• 
Inconsistency Ratio =0 ,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Ketiga 













Gam bar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Node:23000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Sosial < Pemda < GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
.:l!t·n,l>l···n ('61IOI11r.n 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEIIABANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Pemda Peran Pemerintah Daerah 
Sosial Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
SDM Perbaikan SDM 
lntraksi lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 
SDM ,557·-----------------
lntraksi ,333 •••••••••• 
Inconsistency Ratio =0,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Kedua Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Keempat 
Pembangunan Sarana Fisik 
GOAL 
(1,000) 
Masv Pelllda f Investtr 
(0,625) 






Gam bar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
Node:24000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to : Fisik < Pemda <GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG ?=VERY STRON G 9=EXTREME 
:.t.r:.ro.l.lllm [o11lni1•Jfl 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEt.IBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Pemda Peran Pemerintah Daerah 
Fisik Pembangunan Sarana Fisik 
Saran a Perbaikan Sarana PPI 
Relokasi Pembangunan/ Relokasi Temp at Wisata 
Sa rana .aoo•••••••••••••••••••• 
Relokasi ,200 ••••• 
Inconsistency Ratio =0 ,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Kedua 
Peran Pemerintah Daerah > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
B.3.3. Kriteria Ketiga Peran Investor 
• Kriteria Ketiga Peran Investor > Sub Kriteria Pertama Peningkatan 






Wilaya)t Wilaya)t Wilaya)t 
Teknlogi Teknlogi Teknlogi Teknlogi 
Man usia Man usia Man usia Man usia 
Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 
KlolLing KlolLing KlolLing KlolLing 
Gam bar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
Node : 31000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to : Pdapatan < Investor < GOAL 



















g 8 7 6 ~ 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 g Hutan 
g 8 7 6 5 4 Q) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 g Wisata 
g 8 7 6 5 4 3 [61 1 2 3 4 5 6 7 8 g Invest 
g 8 7 6 5 4 3 2 1 2 ~ 45 6 7 8 g Wisata 
g 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 :ID 6 7 8 g Invest 
g 8 7 6 5 4 3 2 1 2 ~ 4 5 6 7 8 g Invest 
C.4UOI110n 
PERENCANAAN DAN PENGEIIoiBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. IIAALANG 
Peran Investor 
Peningkatan Pendapatan Per-Kapita MasyarBat 
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 
Pemanfaatan Lahan Hutan 
Pemanfaatan Kaw~n Wisata 
Kemudahan D.alam lnvest.asi 




Inconsisten cy Ratio =0 ,04 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Pertama Peningkatan Pendapatan Per-Kapita Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Ketiga Peran Investor > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan 














Gambar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
Node : 32000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Lingk <Investor< GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
;;t,t-re . l~11·:-n Coollnltc•n 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Investor Peran Investor 
Lingk Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
LestHtn Pelestarian Kawasan Hutan 
Lestlaut Pelestarian Sumber Daya Laut 
LestHtn ,333 •••••••••-
Lestlaut ,667 ...................................... ... 
Inconsistency Ratio -0,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Kedua Perbaikan Lingkungan Daerah Kawasan Pantai 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
• Kriteria Ketiga Peran Investor > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan 










Gambar Hasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
Node:33000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Sosial < Investor< GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
.:LN<.b1-:-n ['iilnt11on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELA TAN KAB. MALANG 
Investor Peran Investor 
Sosial Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
SDM Perbaikan SDM 
lntraksi lnteraksi Dengan Kawasan Sekitar 
I SDM 
lntraks1 
,657 _____________ _ 
,333 ______ _ 
Inconsistency Ratio =0,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Ketiga Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat 
dan Nilai Inconsistency Ratio 










Man usia Man usia 
Lembaga Lembaga 
KlolLing KlolLing 
Gam bar l-lasil Pembobotan Sub- Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
Node:34000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Fisik < Investor< GOAL 
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 
:.t.f:.r•.~1l·:·n roe1n111on 
Goal PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANT AI 
SELATAN KAB. MALANG 
Investor Peran Investor 
Fisik Pembangunan Sarana Fisik 
Saran a Perbaikan Sarana PPI 
Relokasi Pembangunan/ Relokasi Temp at Wisata 
Sarana .soo••••••••••••••••••• 
Relokasi ,2oo••••• 
Inconsistency Ratio =0,0 
Gam bar Hasil Pengolahan Kuisioner Sub - Sub Kriteria Untuk Kriteria Ketiga 
Peran Investor > Sub Kriteria Keempat Pembangunan Sarana Fisik 
dan Nilai Inconsistency Ratio 
II. Analaisa Sensitivitas 
B.2.1. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif Sebelum 
Dilakukan Analisa Sensitivitas 
1364900.0% Masy 
Cl 




B.2.2. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif Setelah 





B.2.3. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif Setelah 
Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Pemerintah Daerah 
B.2.4. Model Dynamic Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif Setelah 
Dilakukan Perubahan Nilai Bobot Kriteria Peran Investor 
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L BANGSAL sORTIR (FISH SORTING SHID) 
2. BANGSAL PElELANGAN (FISH AlJCnON HOLD) ' 
3. BANGSAL PENGEPAKAN (FISH PAO<IHG SHED) 
4. KANToR (OFFICE) 
B. GUDANG (FISH BOXSTORAGE & WAR~ HOUSE) ~ GUDANG PENDINGIN (ICE STORAGE) p, HENARA AIR (WATER TOWER) 
TANDON AIR BAWAH TANAH (WATER TANK) 
BENGKEL (HAOfiNE HOUSE) 
GENSET (POWER HOUSE) 
TANGKI SOLAR (FUn TANK) 
RUMAH POMPA BAHA~ BAKAR SOLAR (:lJEL SAL£S) 
RUMAH DINAS TYPE 70 (STAFF HOUSING, TYPE 70) 
RUMAH DINAS TYPE 120 (STAFF HOUSING, TYPE 120) 
WISMA TAMU (QUEST HOUSE) 
M. BAlAI PERTEMUAN NELAYAN (FISHERMEN MEETING 
HAll) 
N. TEMP AT PENJUALAN MWC (SPARE PART & TOILET) 
0. PONTOON 
P. TEMP AT TAM BAT PERAHU (BOOT BERTHING AREA) 
Q. PARKIR (PARKING AREA) 
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.. ·:- -~:~-~ -~~~.{'·~t-~~%~~~· Grafik 6.3. Hubu 
.~f11rli Dnn:l I innkunn~n .~~=>nrl::.nn Rint 
n antara kondisi lin n · 
11 I 12 
S I 8 
Keterangan 
80 : Angin (yang berhembus dari arah) Barat Daya (ke Timur Laut. akibat pengaruh dari ang in muson barat) 
BL : Angin (yang berhembus dari arah) Barat Laut 
UT · Angi11 (yang bergerak dari ar-ah) Utara. sering disebl't dengan angin .~elabung (artinya sering berubah-ubah arah) 
I L : Ang in do(i Timur Lau:. Ang in mu~o11 !Jarnt S'JdatJ ciipe:ngarur11 c;eh esngir, rr,uson timur. 
T ·~ .. \'l~irl yanq bt:;rliu;::> cc:~i arell tcnggara, 'Jipeng3rt.;hi olch p€r\;j3r:.;J~ar; 8ol9i,l !nUS(Jrl tlrnur 
;) . A11y1n Sal at (yaiiu b01 gt:lra~ dan arah selatan ke utara), sucial1 mula1 terpengaruh oiE::h musi,n barat 
8 : Angin yang bergerak dari arah barat, dipengaruhi oleh muson barat 
Sumber : Hasil Anal isis Lemlit UMM (2001) 
Studi Rona Lingkungan Sendang Biro 
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KAWASAN PSSR lr 
I·URKP 
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KETERLIBATAN 
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PENYUSUNAN RTRKP 1 
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RDTR.K I RTP K . 
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~ D I SKENARIO DAN IMI'L[,\l[NTASI RENCANA TAT/\ 1\l;:\NC) ' KAWASANPESISIR 
'· 
Sasaran RTRKP 
o Pedoman ~ernanfaatan ruang dalam 
pengelolaan scr ter·padu & terintegrasi 
,, Ter<Jkcmadasi kcpet ingan scmua pel2ku 
u Te rjarninny3 Fungsi Lindur.g 
o Pemanfaatan potensi surnberdaya guna 
mendorong keyiatan investc:s di 
f;JW~lSclll r,ssr 
, :: :- ··:·:_:!/·· · · .1n K-;~:P.Ja~lteraan 
r·,, .;;,,c.r ;;"at Pesisi~ 03n Nelayc;n 









i FAKTA ANALISA KVIS PSSR 
i 0 Ori~n:asi RTR'.'V Propinsi 
I 
C· Orientasi RTRVJ Kab.MLG 
c qencana Stratergis Kwsn 
H 
Pssr Kab . f'..ilg 
0 Karekteristik Kwsn Pssr 
c Jaringan !:iarana & Prasarana 
c Ekologis pada kwsn Lindung , 
Budidaya, Kwsn Tertentu. 
P~t-rs' ~""laya'la'l ekonorni 
c Pola Penyyun;;.;rl l.dlld<l ~$Sr 
PELAKSANAAN KEG ·ATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN 01 MALANG SELATAN 
TAHUN 2001 
I. PEMERINTAH KABUPATEN ~Al.ANG 
1-10. Ki::GIATAN 
! 
I 1 Pemetaan wilayah kerja dan ider,tifikasi, analisis 
potensi pengembangan perikar 'n Sendangbiru 
I Kecamatan SumbermanJing Wetan I 
: 2 Survey potensi wilayah pan•ai cc.n pesisir 
----
II. PEMERINTAH PROPINSI JAWP.. TIMUR 
~I KEGIAT 
I 1 IPengadaan kapal perco 1toh 





1 3 Pembuatan ponton PPI 
I 
4 Perencanaan dan peng?.was 
5 Perawatan ponton PPI 
I· 6 Operasional PPI 
c,n 
Sarana keqa PPI 
8 Penger.~bangan PPI (~~mat l __j pembuatan los pema~ar<.m 1 ar.gan tanah , l;<'ln. pavingstone) 
-
::1. PEMERINTAH PUSAT 
'~ ~:-:-~1~'-:_-_-_-_-~----~----_-_-_-_:-:-K_~_EG--1 I Pengadaan rumpon laCJi 
I




Ma~\ ar;-.!(at Pesis1r 
l__. ________ _ 
-
.  
VOLUME JUMLAH DANA 
(Rp) 
1 paket 186,000,000.00 
1 paket 6,320,000.00 
VOLUME JUMLAH DANA 
IRp) 
1 unit 200,000,000.G'J 
2 unit 120,000,000.00 
1 unit 306,950,000.00 
1 paket 38,500,000.00 
2 unit 7,500,000.00 
1 unit 15,000,000.00 
1 paket 3CJ, 150 000.00 
1 paket 153,662,500.00 
VOLUME JIJMLAH DANA 
(Rp) 
2 unit 120,000,000.00 
~ paket 6oo.ooo.ooo oo 
I 
PELAI<SANAAN KE(~IATAf\ F-EMBANGUNAN PERIKANAN Dl PANTAI M.ALANG SELATAN 
. TAHUN 2002 
I. PEMERINTAH KABUPATEN MAi...ANG 
1 
NO. KEGIATA r.; 
1 Studi perencanaan pahn' es -
2 Perencanaan fasi11tas air oero1:-t 
':l<=Ji kegiatan 
ne!ayan 
n nelayan 3 Pen1ngkatan fasilitas pemukirr a 
4 Pengadaan alat pengolar,an <...) 011 kan 






Pengadaan janng kl1t1k 
Pengadaan ala! pancing 
Pengadaan palka percontoha1 . 
Pengadaan rumpon laut dalam 
'0 Pengada.m l1fe jacket 
· 1 Pengadaan handy talky 
i,apal payang 
·, 2 Pembinaan teknis Progr<Jm lnt~ nsif1kas' 
Penangkapan lkan 
1 Pcnkanan Laut 
pu: Laut 
Gi J:mng apung Laut 
11 Penel1tian Sumberdaya Fotens 
11 Pengembangan Budidaya Run1 
i j Pengembangan Budidaya kan 
: ·3 Survey potensi wilayah pantai :J 
· 7 Bantuan sarana penangkaoan 
'3 lntroduksi pengolahan i~:c>.l 
an pesis1r 
·kon 
19 Per1b1naan Teknis Usaho Per1~ a nan 
11 . PEMERINTAH PROPiNS! JAWA TIMUR 
NO . KEGI.:\TA ~ 
Pengadaan coolbox berin-;ulin ~-'P2"'tas 
72 l1ter 
Pengadaan ala t pembers1r r>ertekc;ran 
(h1ght pressure cleaner) 
VOLUME JUMLAH DANA 
(Rp) 
1 paket 45,000,000 00 
1 paket 15,000.000 00 
1 paket 207,000,000 00 
1 unit 37,000,000 00 
5 un1t 82.500.000 00 
10 un1! 20,000,000 00 
8 unit 
'3,000,000 00 
1 un1t 11,000,000 00 
4 un1t 400 000,000.00 
4 un1t 1,600,000 00 
3 buah 4,000,000 00 
2 paket 27,000.000 00 
1paket 50,000.000 00 
1 paket 11,150,000.00 
1 paket 56,000.000 00 
3 kecamatan 13,000,000 00 
21 un1t 2 i,750,000 00 
2 Uil il 4,000,000 00 
51 ora:-:g I 10,000,000 00 
VOLUME JUMLAH DANA I 
(Rp) 
5 unit 7,500,000 00 
4,500 ,000 00 
Pembangunan mess (ba,·ak nelc.yan: 1 un it 200,000,000.00 
Operasional PPI Pondokd<Jdap 1 paket 16,d00,000 00 
I Pemberdayaan Ekonomi ~~'eraky<~ tan _______ _._ ___ 1_,p_•a_k_e_t ___ ..__ ____ 300,000,000 00, 
Ill. PEMERINTAH PUSAT 
~ ·---- -KEGlATAN VOLUME JUMLAH DANA (Rpj Pengadaan v2cuum packager 5 un1t 180,000,000 00 Bantuan moda l bag1 wan1ta nelaya:l 4 kelompok 20,000,000 00 I 3 Pengembangan usaha pem1'lda:.ga11 bag' 4 unrt 100,000,000 00 wan1ta nelayan 
I 4 Pengembangan usa:,a pengoi:=Jh<Jn ~an 1 ;Jakel 80,000.000 00 bag1 wan11a nelayan 
') Pembrnaan pasca panen b2y1 bukul 30 orang 4,000.000 00 6 Pelat1han pasca panen ba91 wc.rtc· 30 orang 10.500.000.00 nelayan 
I Pe1 awalan sarana TPI 
1 pakel 5,000,000.00 b Sarana operas1onal pelelan!:onn 1 pakel 
a ooo . oooP~~ 9 Penyusunan rencana deli'ld lata 1 1anc 1 pakel 
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